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RINGKASAN

Titik-titik rawan vyang sering menjadi sasaran kejahatan di bidang
pertanahan antara lain adalah dalam proses penyelesaian Sertifikat tanah,
pencatatan hak atas tanah di buku Kerawangan Desa dengan menggunakan
keterangan palsu, proses pelaksanaan pembebasan tanah, pemakaian atau
penguasaan tanah tanpa ijin yang berhak. proses peralihan hak atas tanah,
misalnya jual beli tanah dengan sertifikat palsu dan sebagainya. Sedangkan faktor-
faktor yang mempermudzh terjadinya kcjahatan di bidang pertanahan antara lain
adalah kurangnya kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat terhadap
peraturan perundangan serta kurangnya integritas moral dari beberapa aparat
pelaksana di bidang pertanahan dan termasuk aparat penegak hukum 1tu sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mambahas
lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul : 7injauan Yuridis Tentang Penguasaan
Tanah Secara Melawan Hukum di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger
Kabupaten Jember (Putusan No. 100/Pdt.G'1996/PN. Jr.), dengan mengangkat
permasalahan tentang kekuatan pembuktian dari alat bukti para pihak terhadap
penguasaan hak atas tanah sengketa, pertimbangan hukum dari Hakim dalam
menentukan kepemilikan hak atas tanah; serta penguasaan hak atas tanah sengketa
oleh Tergugat apabila ditinjau dari alat bukti surat yang ditemukan kemudian oleh
Penggugat.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengkaji dan menganalisis Putusan
Pengadilan Negeri No. 100/Pdt.G/1996/PN. Jr. tentang : kekuatan pembuktian
dari alat bukti yang diajukan para pihak terhadap penguasaan hak atas tanah
sengketa; pertimbangan hukum dari hakim dalam menentukan kepemilikan hak
atas tanah sengketa; penguasaan hak atas tanah sengketa oleh Tergugat apabila
ditinjau dari alat bukti surat yang ditemukan kemudian oleh Penggugat.

Metodologi yang digunakan dalam skripsi ini dengan pendekatan masalah
secara yuridis normatif, dengan memakai bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif analisis
dan ditarik kesimpulan berdasarkan metode berfikir deduktif.

Hasil skripsi ini adalah bahwa alat bukti yang diajukan oleh pihak
Peuggugat berupa Akta dibawah tangan dan saksi, kekuatan pembuktiannya
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lemah sebab akta dibawah tangan yang berupa surat perjanjian jual bel, surat
pernyataan dari mantan kepala Desa Pugerkulon, surat pengaduan kepala Desa
kepada Kapolsek Puger, tidak didukung kebenarannya oleh saksi. Sedangkan alat
bukti yang diajukan oleh pihak para Tergugat berupa akta otentik berbentuk
akta pembagian harta warisan, sertifikat Hak Milik, putusan Pengadilan Negerl
Jember No. 79/Pdt.G/1995/PN. Jr. tanggal 08 Januari 1996, surat tanda
pembayaran Ipeda/PBB tahun 1980 s/d 1996, dan saksi yang mengetahui fakta
sechingga kedua alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna.

Adapun pertimbangan hukum dari Hakim dalam memberikan putusannya,
pertama berdasarkan alat bukti yang saling mendukung. Kedua bahwa penguasaan
dan kepemilikan tanah sengketa oleh pihak para tergugat bukan merupakan
perbuatan melawan hukum. Apabila ada alat bukti yang ditemukan setelah adanya
putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka pthak yang
dikalahkan dalam perkara ini dapat mengajukan peninjauan kembali atas dasar
alat bukti tersebut.

Berdasarkan alat bukti surat yang ditemukan kemudian oleh pihak
penggugat maka tanah tanah sengketa dapat diklasifikasikan sebaga: hak mulik
Penggugat. Hal ini berarti bahwa penguasaan atas tanah sengketa oieh pihak para
Tergugat juga dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Sebab,
Perbuatan para Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat
dalam “perbuatan melawan hukum™ (pasal 1365 KUHPerdata), yaitu : Perbuatan
itu harus melawan hukum, Perbuatan itu menimbulkan kerugian, Perbuatan itu
harus dilakukan dengan kesalahan, Antara perbuatan dan kerugian yang timbul
terdapat hubungan kausal.

Saran yang dapat diberikan schubungan dengan penulisan skripsi ini adalah
Pertama, penulis menyarankan kepada pihak penggugat untuk mengajukan
Peninjauan Kembali (PK) terhadap kasus sengketa tanah yang dialaminya. Kedua,
kepada aparat pemerintahan yang terlibat dalam kasus sengketa tanah tersebut
agar dikenakan sanksi pidana dan sanksi administasi. Ketiga, kepada masyarakat
agar selalu berhati-hati dalam melakukan perjanjian jual beli tanah.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah adalah merupakan sarana yang ama! penting dalam pembangunan
dan bagi kehidupan masyarakat, terutama bagi mereka yang termasuk golongan
masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Karena kehidupan masyarakat
sekarang ini hampir sebagian besar tergantung pada tanah, baik untuk tempat
pemukiman, sumber mata pencaharian, sebagai barang jaminan hutang mavpun
sebagai tempat peristirahatan yang terakhir.

Oleh karena itu, dengan semakin meningkatnya pembangunan, maka
kebutuhan akan tanah semakin meningkat pula, sedang persediaan tanah sangat
terbatas. Keadaan yang demikian berakibat harga tanah semakin melonjak dan
semakin susah untuk didapatkan. Hal itu disamping membawa dampak positif
yaitu memberikan kesejahteraan dan keuntungan bagi pemiliknya, juga membawa
dampak negatif yaitu semakin meningkatnya kejahatan di bidang pertanahan.
Titik-titik rawan yang sering menjadi sasaran kejahatan antara lain adalah dalam
proscs penyelesaian Sertifikat tanah, pencatatan hak atas tanah di buku
Kerawangan Desa dengan menggunakan keterangan palsu, proses pelaksanaan
pembebasan tanah, pemakaian atau penguasaan tanah tanpa 1jin yang berhak,
proses peralihan hak atas tanah, misalnya jual beli tanah dengan sertifikat paisu
dan sebagainva.

Sedangkan faktor-faktor yang mempermudah terjadinya kejahatan di bidang
pertanahan antara lain adalah kurangnya kesadaran hukum atau pengetahuan
masyarakat terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Disamping juga karena
kurangnya integritas moral dari beberapa aparat pelaksana di bidang pertanahan
dan termasuk aparat penegak hukum itu sendiri.

Menurut R. Sembiring Meliala Ketua Komisi II DPR dalam makalahnya
vang berjudul “Upaya Mengenali Permasalahan Tanah™ yang disampaikan pada
Simposium Bidang Pertanahan diselenggarkan oleh DPP Golkar tanggal 11 — 12

September 1990 di Jakarta, menyatakan bahwa “keadaan seperti itu tadi, ditambah
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berkaitan dengan masalah kekuatan pembuktian alat bukti para pihak berdasarkan

Buku Keempat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1.3 Permasalahan

Berdasarkan beberapa uraian dalam latar belakang, maka ada beberapa

permasalahan vang akan penulis bahas dalam penyusunan skripsi ini, yaitu

mengenat

I

Ll

Bagaimanakah kekuatan pembuktian dari alat bukti para pihak terhadap
penguasaan hak atas tanah sengketa (Putusan Pengadilan Negernt No

100/Pdt.G/1996/PN. Jr.) ?

. Apa pertimbangan hukum dari Hakim dalam menentukan kepemilikan hak atas

tanah (Putusan Pengadilan Negeri No. 100/Pdt.G/1996/PN. r.) ?

. Apakah penguasaan hak atas tanah sengketa oleh Tergugat (Putusan

Pengadilan Negeri No. 100/Pdt.G/1996/PN. Jr.) apabila ditinjau dari alat bukt
surat yang ditemukan kemudian oleh Penggugat, dapat diklasifikasikan sebagai

perbuatan melawan hukum ?

1.4 Tujuan Pennlisan

Setiap penulisan ilmiah pasti mempunyai tujuan tertentu, demikian pula

dengan penyusunan skripsi ini. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam

penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan Umum

[

Penyusunan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan :
Untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta tugas-tugas yang bersifat
mutlak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu untuk memperoleh gelar
sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
Untuk lebih memahami dan mengkaji permasalahan sesuai dengan
perkemban~an masyarakat sehingga dapat disumbangkan kepada khalayak
sebagai tambahan ilmu pengetahuan khususnya mengenai masalah penguasaan

tanah vang dilakukan secara melawan hukum.
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1.4.2 Tujuan Khusus
Adapun tujuan khusus yang penulis harapkan dari penyusunan skripsi ini
adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kekuatan pembuktian dan alat bukti yang
diajukan para pihak terhadap penguasaan hak atas tanah sengketa (Putusan
Pengadilan Negeri No. 100/Pdt.G/1996/PN. Jr.).

2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum dari hakim dalam
menentukan kepemilikan hak atas tanah sengketa (Putusan Pengadilan Negeri
No. 100/Pdt.G/1996/PN. Jr.).

UJ

Untuk mengkajt dan menganaiisis tentang penguasaan hak atas tanah sengketa
oleh Tergugat (Putusan Pengadilan Negeri No. 100/Fdt.G/1996/PN. Ir.)
apabila ditinjau dari alat bukti surat yang ditemukan kemudian oleh pihak
Penggugat.

1.5 Metodologi Penelitian 4

Meiodologi merupakan faktor penting dalam penulisan karya ilmiah dan
digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji
kebenaran svatu pengetahuan, srta untuk menjalankan prosedur yang benar dan
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penyusunan skripsi ini
penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :
1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini
adalah pendekatan hukum normatif (yuridis normatif). Dengan metodologi ini,
penyusun berusaha mengkaji bahan-bahan pustaka yang berupa pendapat-
pendapat ahli hukum dalam tulisan ilmiah, produk peraturan perundang-undangan
tentang pertanahan terutama yang berhubungan dengan Undang-Undang No. 5
tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria beserta peraturan
pelaksanaannya. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990 : 15)
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1.5.2 Bahan Hukum
Bahan hukum yang dipakai dalam penyusunan skripsi int adalah -

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifat keberadaannya karena
suatu otoritas  atau  kewenangan tertentu. Bahan  hukum primer dalar
penulisan skripsi ini berupa : Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang
No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan
Pemeriatah No 10 Tahun 1961 tentang Pendaltaran Tanah. /lerzicn Indonesis
Reglement (HIR), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yurisprudensi

b. Bahan hukum sckunder, yaitu bahan hukum yang sifat dan keberadaannys
bukan karena suatu otoritas atau kewenangan. Bahan hukum sekunder yang
dipergunakan penulis berupa pendapat-pendapat para sarjana hukum, feori-
teori hukum, buku-buku literatur.

¢. bahan hukum tersier. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990 : 14 - 15).

Penulis juga melakukan survey di Pengadilan Negeri Jember, Kantor

Pertanahan Jember serta Kantor Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten

Jember sebagal bahan penunjang dalam penyusunan skripsi ini.

1.5.3 Analisa Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum dalam skripsi
ni adalah diskriptif analisis. Metode deskriptif analisis merupakan metode
penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran/lukisan secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara
fcnomena vang diselidiki (Bohar Soeharto, 1993).

Metode analisis bahan hukum secara deskriptif analisis digunakan untuk
mengkaji dan menganalisis perumusan masalah yang penulis angkat dengan
tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual
dan akurai mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki
dalam penulisan skripsi ini. Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan
metode berfikir deduktif, yaitu suatu metode yang dalam usaha menarik
kesimpulannya berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang

bersitat klusus,
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BAB II . 45
FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Dahulu di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember, telah
hidup sepasang suami istri yang bernama Da’oe alias Pak Toro dan Suma’i alias
Bok Toro. Dari perkawinannya, mercka hanya dikaruniai 1 (satu) keturunan vaitu
bernama Toro alias P. Suyitno (Penggugat).

Pada tahun 1962 Da’oc alias Pak Toro telah meninggal dunia di Desa Puger
Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Sedangkan Suma’i alias Bok Toro
meninggal dunia pada tahun 1965 di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger
Kabupaten Jember.

Da’oe (almarhum) dan Suma’i selain meninggalkan | (satu) orang anak
vaitu Toro (Penggugat) juga meninggalkan harta  berupa sebidang tanah
pekarangan yang terletak di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten
Jember dengan Persil No. 57, Klas D111, luas 0,115 ha, dengan batas-batas :

- Utara : jalan desa

- Timur : jalan setapak/jalan kecil

- Selatan : tanah pekarangan Ngatemin

- Barat : tanah Alipan dan tanah P. No

Tanah sengketa tersebut berasal dari pembelian almarhum orang tua
Penggugat dari Pak Kunawi pada tanggal 21 Oktober 1959, Selanjutnya, di atas
tanah sengketa tersebut telah didirikan sebuah rumah semi permanen oleh oiang
tua Penggugat yang terbuat dari atap genteng, kerangka kayu dan lantai semen
dinding tembok.

Tanali sengketa tersebut adalah sebagian dari tanah pipil no. 662 persil no.
57 Klas D.III, luas 0,257 ha yang terletak di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger
Kabupaten Jember

Pada tahun 1969 para Tergugat (Tergugat | s/d Tergugat VII, antara lain -

B. Asia, Lilik, Warni, Supadmi, Mulyanto, Hasana, Siti Amina). tanpa 1jin atau
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musyawarah ataupun persetujuan dari Penggugat, telah menguasai tanah sengketa
dan rumah semi permanen dengan cara licik dan secara melawan hukum.

Rumah sezmi permanen (rumah sengketa) tersebut oleh Tergugat I (Bok
Asia) telah airubah/direhab sehingga menjadi rumah berdinding tembok. Dan
pada tahun 1990, dari sebagian tanah pekarangan persil no. 57 Klas D.II1, luas
0,115 ha (tanah sengketa) telah dipindahtangankan/dijual kepada Pak Pur
(Tergugat VIII) seluas 222 m’, dengan batas-batas :

- Utara : tanah sengketa A

- Timur : jalan setapak/jalan kecil

- Selatan : tanah pekarangan Ngatemin

- Barat  : tanah Pak No

Penggugat telah berusaha/menempuh secara kekeluargaan dan secara baik-
batk untuk menyelesatkan perkara tersebut dengan para Tergugat (Tergugat |s/d
Tergugat VIII), namun tidak bisa membuahkan hasil sebagaimana yang
diharapkan.  Sehingga  Penggugat pada akhirnya  menempuh  jalur
hukum/mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jember agar sengketa tersebut
bisa diselesaikan.

Penggugat dalam mempertahankan serta menguatkan gugatannya telah
menyerahkan bukti berupa :

I. Foto copy surat perjanjian jual beli antara P. Koenawi dan Da’oe terhadap
sebidang tanah pekarangan C. no. 662 persil 57 D.III luas 0,257 ha, dijual
seluas 0,115 ha tertanggal 21 Oktober 1959. (P-1)

2

Foto copy surat pernyataan dari Imam Djoeremi mantan kepala Desa Puger
Kulon Kecamatan Puger tertanggal 10 Mei 1995 (P-11), yang menerangkan
bahwa :

a. Tanah yang ditempati B. Siah atas nama B. Sumiyati Asmunar asal dari
pembelian milik P. Sujat adalah tidak benar karena dari data di buka C
desa tidak ada nama P. Sujat percil 57.

b. B. Siah pernah dipanggil ke kantor desa (atas pengaduan P. Toro) tzhun
1975 tapi yang bersangkutan tidak datang,
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c. Surat perjanjian jual beli segel 1959 yang pernah ditunjukkan B. Tiasih
petok no. 662 sudah sesuai namamnya P. Kunawi percil 57.
5. Foto copy pengaduan Kepala Desa bernama Marsono kepada Kapolsek Puger
tertanggal 24 Mei 1995 Nomer 181.1/15/574.01/1995. (P-111)

Selain bukti surat tersebut pihak Penggugat juga mengajukan dan
memperdengarkan  keterangan  saksi-saksi yang masing-masing didengar
keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I : Tiasih alias B. Siti.
. Saksi Il : Niah Gandrung al. B. Hanifa.

2

(O8]

. Sakst [IT ;' Imam Djoeremi.

Scdangkan pihak para  Tergugat dalam mepertahankan dalil-dalil
bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :
I. Foto Copy surat tanda pembayaran pajak Ipeda tahun 1982 atas nama
Kasmunar P. Sumiyati. (T-I)

F\)

Foto Copy surat tanda pembayaran pajak Ipeda tahun 1980 atas nama

Kasmunar P. Sumiyati. (T-11)

LS}

Foto Copy surat tanda pembayaran pajak Ipeda tahun pajak 1983 Desa Puger
Kulon, Kecamatan Puger No. Unit 0153 Kohir F. 1552, atas nama Kasmunar
Bin P. Sumijati. (T-IIT)

4. Foto Copy surat tanda pembayaran pajak Ipeda tahun pajak 1984 Desa Pugcr
Kulon, Kecamatan Puger No. Kohir F. 1552, atas nama Kasmunar bin P.

Sumijati. (T-1V)

W

Foto Copy surat tanda pembayaran pajak Ipeda tahun pajak 1981 Desa Puger
Kulon, Kecamatan Puger No. urut 867 no. Kohir F. 1552, atas nama
Kasmunar b. P. Sumijati. (T-V)

6. Foto Copy surat tanda pembayaran pajak Ipeda tahun pajak 1985 Desa Puger
Kulon, Kecamatan Puger No. urut 786 no. Kohir F. 1552, atas nama
Kasmunar b. P. Sumiyati. (T-VI)

7. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang/PBB tahun 1987, no. kohir

1552 atas nama wajib pajak Kasmunar b. Soemijati Desa Puger Kulon

Kecamatan Puger. (T-VII)
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10.

11.

15.

16.

Foto copy akta pembagian harata warisan no. 612/DT/1987, tanggal 11
Nopember 1987, yang dibuat oleh PPAT Drs. Moh. Romli Saleh, Camat
Puger, diantara para ahli waris : Asiyah Suwarni, Supadmi atas sebidang tanal
hak yasan no. C 1552 seluas 950 M’ para ahli waris bersepakat untuk
membagikan tanah warisan tersebut kepada Mulyanto. (T-VI11)

Foto copy Futusan Pengadilan Negeri Jember nomor 79/Pdt.G/1995/PN_Jr.
tertanggal 8 Januari 1996, antara Penggugat (Toro P. Suyitno) melawan B.
Siah Dkk, yang inti putusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (T-1X)
Foto copy surat ketetapan iuran pembangunan daerah huruf C. no. 1854, atas
nama P. Sumiyati Asmunar Desa Puger Kulon Kecamatan Puger persil 57 D.
III luas 0,046 da, yang dikeluarkan oleh Kantor Ipeda Pengenaan Jember,
tanggal 15 April 1976. (T-X)

Foto copy daftar keterangan obyek untuk ketetapan Ipeda sektor pedesaan dan
sektor perkoiaan no. 3384 atas nama Mulyanto Desa Puger Kulon persil no. 57
D11 seluas 0,093 da yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Inspeksi Ipeda
Jember tanggal 16 Nopember 1987. (T-XI)

. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang/PBB tahun 1988, nomer kohir

3384 atas nama wajib pajak Mulyanto, Desa Puger Kulon Kecamatan Puger.
(T-XI1)

- Foto copy surat petikan jumiah pajak terhutang/PBB tahun 1989, nomer kohir

3384 atas nama wajib pajak Mulyanto, Desa Puger Kulon Kecamatan Puger.
(T-XII)

- Foto copy tanda terima sementara pembayaran pajak bumi dan bangunan no.

0703922, atas nama Mulyanto Desa Puger Kulon no. SPPT 3384 tahun 1992
(T-XIV) 7

Foto copy tanda terima sementara pembayaran pajak bumi dan bangunan atas
nama Mulyanto, Desa Puger Kulon no. SPPT 3384 tahun 1993 (T-XV)

Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak bumi dan bangunan
tahun 1994, no. SPPT 0002536/94.01, atas nama Mulyanto, Desa Puger Kulon

Persil 57, luas 930 M? . (T-XVI)
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Foto copy surat tanda terima sementara pembayaran pajak bumi dan bangunan

tahun 1995, atas nama Mulyanto, no. induk SPPT 2536 (T-XVII)

. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak bumi dan bangunan

tahun 1996, no. SPPT 2536/94.01, atas nama Mulyanto Persil 57 luas 930 M*
(T-XVIII)

. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak bumi dan bangunan

tahun 1996, no. SPPT 1161.7/96 Persil 57 luas 460 M? atas nama P. Sumijati

Asmoenar, Desa Puger "Culon . (T-XIX)

- Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak bumi dan bangunan

tahun 1994, no. SPPT 1161/94.01, atas nama P. Sumijati Asmunar, Desa
Puger Kulon Persil 57, luas 460 M* . (T-XX)

-Foto copy tanda terima sementara pembayaran pajak bumi dan bangunan

tahun 1993, atas nama P. Sumijati Asmunar, Desa Puger Kulon. (T-XXI)

- Foto copy surat petikan jumlah pajak terhutang tanda pembayaran pajak bumi

dan bangunan tahun 1989 no. kohir 1854 atas nama P. Soemijati Asmunar,

Desa Puger Kulon, (T-XXI1)

- Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang/PBB tahun 1988 no. kohir

1854 atas nama wajib pajak P. Soemijati Asmunar, Desa Puger Kulon.
Kecamatan Puger. (T-XXIII)

- Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang/PBB tahun 1987 no. kohir

1854 atas nama wajib pajak P. Soemijati Asmunar, Dosa Puger Kulon,

Kecamatar Puger. (T-XXIV)

25. Foto copy surat tanda pembayaran Ipeda tahun pajak 1985 no. kohir F. 1854

atas nama P. Soemijati Asmunar, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger. (T-
XXV)

- Foto copy surat tanda pembayaran Ipeda pedestahun pajak 1984 no. kohir F.

1854 atas nama P. Soemijati Asmunar, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger.

(T-XXVI)

. Fow copy sertifikat hak milik no. 282 tahun 1988 desa Puger Kulon

Kecamatan Puger atas nama pemegang hak semula Asyah Asmunar, dicoret

tanggal 10/5-88 menjadi atas nama Suratman, berdasarkan akta jual beli dibuat
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oleh dan dihadapan PPAT Drs. Moch Ramli Saleh, Camat Puger tanggal 12-
11-1987 dengan gambear situasi luas 224 M2, (T-XXVII)

Selain bukti surat tersebut pihak para Tergugat juga mengajukan 2 (dua)
orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, antara
lain
1. Saksil : Buang Sofwan.

2. Saksill : Mohamad Tohir.

2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum yang dipakai oleh penulis dalam meugkaji/meninjan kasus
tersebut, antara lain :
a. Undang-Undang Dasar 1945
- Pasai 33 ayat 3 :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat”.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pasal 1365

i

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada
seorang lain, mewajibkan crang yang karena salahnya menerbitkan
kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.

Pasal 1457 :

“Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu
(penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan,
dan pihak yang lain (pembeli) untuk membayar harga yang telah
ditentukan”,

Pasal 1865 :

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak,
atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak
orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan
adanya hak atau peristiwa tersebut”.

]

Pasal 1866 (Pasal 284 Rbg., Pasal 164 HIR.) :

“Alat-alat bukti terdiri atas : bukti tulisan; bukti dengan saksi-saksi:
persangkaan-persangkaan; pengakuan; sumpah, segala sesuatunya
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dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam bab-bab
berikut”.

- Pasal 1867 :
“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik
maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan”.

- Pasal 1874 :

“Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang
ditanda tangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-
surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa
perantaraan seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan
sepucuk tulisan dibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol,
dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang
notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang
dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau
bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta

+ telah dijelaskan Kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol
tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai tadi. Pegawai ini harus
membukukan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan
aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan
tersebut™.

- Pasal 1875 :

“Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa
tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-
undang dianggap sebagai diakui, memberikan terahadap orang-orang
yang menandatanganinya serta para ahli warisnya dan orang-orang
yang mendapat hak® dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti
suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan pasal 1371
untuk tulisan itu”,

¢.  Herzien Indonesis Reglement (HIR)
- Pasal 163 :

“Barang siapa mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau
mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk
membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak ity atau adanye
perouaan itu”,

- Pasal 165 (Pasal 285 Rbg., Pasal 1870 KUHPerdata) :

“Akta Otentik yaitu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-
undang (Undang- Undang) oleh atau dihadapan pejabat umum yang
berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi
kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang
mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang tersebut didalam
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surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai
pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar
diberitahukan itu, langsung berhubung dengan pokok perkara yang
disebutkan dalam akta tersebut”.

- Pasal 166 :

I. “Dipandang perlu sebagai akta dibawah tangan, yaitu surat-surat
daftar, surat urusan rumah tangga dan surat yang ditandatangani
dan dibuat, dengan tidak memakai bantuan seorang pejabat.

2. Tanda tangan dibawah tangan disamakan dengan cap jari yang
dibuat dibawah surat itu dan disahkan olek keterangan yang
tertanggal dari seorang notaris atau pejabat umum lainnya, yang
akan ditunjuk dengan ordonansi, keterangan itu harus menyatakan
bahwa ia kenal dengan orang yang membuat cap jari itu, bahwa isi
akta itu telah dibacakan dengan terang kepada orang yang membuat
cap jari itu, dan bahwa sesudah itu, cap jari itu dibuat dihadapan
notaris atau pejabat umum yang dimaksud.

Surat itu dibukukan oleh notaris atau pejabat umum itu.

4. Keterangan dan hal membubuhkan itu dibuat menurut peraturan
tentang itu, yang sudah atau akan ditetapkan dengan ordonansi”.
(K. Wantjik Saleh, 1981 : 71 — 72)

ad

d. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria
- Pasal 5 :

“Hukum agraria yang berlaku di atas bumi, air, dan ruang angkasa
ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan
sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercanfuin
dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya,
segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar
pada hokum agama”.

e. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah :
- Pasal 19 :

“Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah.
memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau
meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus
dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat
yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan
Pemerintah ini disebut : Pejabat).

Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria”.
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Yurisprudensi :

Putusan Mahkamah Agung No. 4 K/Rup./1958 tanggal 13 Desember

1958 :
“Menurut hukum adat, ikut sertanya kepala desa dalam jual beli tanah
bukan suatu syarat mutlak untuk sahnya jual beli itu”. (Chidir Ali,
1976 :277)

Putusan Mahkamah Agung No. 170 K/Sip/1959 tanggal 12 Agustus 1959 :

“Perjanjian jual beli mengenai tanah pribumi, meskipun d‘lakukan di
depan notaris, menimbulkan kesangsian dari sebab kepartijan tidak
beres dan materiilpun tidak meyakinkan persetujuan kehendak yang
bebas”. (Chidir Ali, 1979 : 280)

Putusan Mahkamah Agung No. 308 K/Sip./1959 tanggal 11 Nopember
1959 :

“Kesaksian-kesaksian yang berdasar atas pendengaran dari orang lain
(testimonium de auditu) tidak dapat dipergunakan sebagai bukti
langsung, tetapi dapat dipergunakan sebagai persangkaan-persangkaan
darimana disimpulkan terbuktnya suatu hal”. (Chidir Ali, 1981 : 484)

Putusan Mahkamah Agung No. 34 K/Sip./1960 «anggal 03 Februari 1960 :
“Surat Petuk Pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa
sawah sengketa adalah milik orang, yang namanya tercantum dalam
petuk pajak bumi tersebu.”. (Chidir Ali, 1981 : 5 13)

Putusan Pengadilan Negeri Ciamis No. 43/1966/Sip.Cms tanggal 11 Mei

1967 :

“Surat ketetapan pajak bukan merupakan tanda bukti yang mutlak
karena sering terjadi bahwa pada surat ketetapan pajak masih tetap
tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah
ragnjadi milik orang lain”. (Chidir Ali, 1981 - 518)

Putusan Mahkamah Agung No. 475 K/Si p-1970 tanggal 03 Juni 1970 :
“Jual beli menurut Hukum Adat sudah terjadi, sejak perjanjian
tersebut diikuti dengan pencicilannya”. (Chidir Ali, 1979 : 358)

Putusan Mahkamah Agung No. 663 K/Sip/1971 tanggal 06 Agustus
1971 :

a. “Jual beli tanah meskipun telah memenuhi prosedur per Undang-
Undangan Agraria, namun harus dinyatakan batal karena didahului
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dan disertai dengan yang tidak wajar atau itikad-itikad yang tidak
Jujur (pembeli mengetahui bahwa tanah itu sudah dijual kepada
orang lain).

b. Fungsi Pejabat Daerah dalam jual beli Hukum Adat adalah bersifat
complementair, tetapi tidak mutlak adanya penyaksian (bukan
perse’ujuan) dan Pamongpraja semata-mata tidak menentukan
sahnya perjanjian jual beli menurut Hukum Adat”. (Chidir Ali,
1979 : 498)

Putusan Mahkamah Agung No. 665 K/Sip./1971 tanggal 15 Desember

19715

“Dalam mempertimbangkan suatu perkara dengan menunjuk pada
suatu putusan yang belum jelas apakah putusan itu telah mempunyai
kekuatan hukum atau belum, kurang tepat untuk dipakai sebagai dasar
dalam mengambil putusan”. (Chidir Ali, 1981 : 553)

Putusan Mahkamah Agung No. 598 K/Sip./1971 tanggal 18 Desember
1971 (Acara jual beli sesudah Undang-Undang Pokok Agraria) :

“Jual beli sawah yang tidak dilakukan di hadapan Pejabat yang
berwenang sebagaimana ditentukan oleh pasal 19 Peraturan
Pemerintah No. 10 tahun 1961 yaitu Notaris atau Camat, merupakan
jual beli yang tidak sah menurut hukum, sehingga pembelinya tidak
perlu mendapat perlindungan hukum”. (Chidir Ali, 1979 : 78)

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 178/1971/Peid/PTB tanggal 03

Juni 1972 :
* Surat ketitir tidak merupakan bukti yang menguatkan adanya hak
milik tetapi hanya dinilai sebagai tanda pembayaran saja”. (Chidir Ali.
1981 : 530)

Putusan Mahkamah Agung No. 601 K/Sip./1972 Tanggal 14 Maret 1973 :

“Syarat-syarat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1961
tentang jual beli tanah, bukan menentukan syarat sah tidaknya jual
beli, tetapi hanyalah suatu syarat pembuktian yang harus diikuti
setelah terjadi suatu perjanjian jual beli yang sah”. (Chidir Ali,
1979 : 162)

Putusan Mahkamah Agung No. 1082 K/Sip./1973 tanggal 16 Juni 1976 :

“Menurut  Yurisprudensi Mahkamah Agung pasal 19 Peraturan
Pemerintah No. 10 tahun 1961, tidak merupakan syarat mutlak untuk
sahnya suatu jual beli, karena Peraturan Pemerintah No. 10 tahun
1961 tersebut hanya merupakan ketentuan administratif saja, yaitu
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khusus bagi pendaftaran pemindahan hak pada kadaster”. (Chidir Ali.
1979 :277)

- Putusan Mahkamah Agung No. 327 K/Sip/1976 tanggal 01 Deseinber
1976 :
“Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda/oukti hak milik
tidaklah mengurangi bak seseorang untuk membuktikan bakwa
sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar”. (Chidir Ali, 1981
: 484)

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Penguasaan Tanah

Pengertian “penguasaan” dan “menguasai” dapat dipakai dalam arti fisik,
juga dalam arti yuridis. Juga beraspek perdata dan beraspek publik. (Boedi
Harsono, 1999 : 23)

Penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan
umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara
fisik tanah yang dihaki. Tetapi ada juga penguasaan yuridis yang, biarpun
memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki szcara fisik. paca
kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain. Misalnya kalau tarah
yang dimiliki disewakan kepaaa pihak lain dan penyewa yang menguasainya
secara fisik. Atau tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh pihak lain tanpa hak.
Dalam hal iui pemilik tanah berdasarkan hak penguasaan yuridisnya, berhak untuk
menuntut diserahkannya kembali tanah yang bersangkutan secara fisik kepadanya.

Dalam Hukum Tanah dikenal juga penguasaan yuridis yang tidak memberi
kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik. Kreditor
pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah
yang dijadikan agunan, tetapi penguasaannya secara fisik tetap ada pada yang

empunya tanah.
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2.3.2 Sertifikat Hak Atas Tanah

Menurut ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 jo.
Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria, sertifikat adalah surat tanda bukti hak,
yang merupakan alat pembuktian yang kuat, baik mengenai macam hak, subjek
maupun tanahnya. (Effendi Perangin, 1986 : 108)

Sertifikat sebagai surat tanda bukti hak, diterbitkan untuk kepentingan
pemegang hak yang bersangkutan, sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat
ukur dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Memperoleh sertifikat
adalah hak pemegang hak atas tanah, yang dijjamin undang-undang.

Menurut PP 10/1961 sertifikat terdiri atas salinan buku tanah yang memuat
data yundis dan surat ukur yang memuat data fisik hak yang bersangkutan, yang
dijilid menjadi satu dalam duatu sampul dokumen (pasal 13). Sertifikat hak atas
tanah, Hak Pengelolaan dan Wakaf menurut PP 24/1997 ini bisa berupa satu
lembar dokumen yang memuat data yundis dan data fisik yang diperlukan. Dalam
pendaftaran secara sistematik terdapat ketentuan mengenai sertifikat dalam Pasal
69 s/d 71 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun1997,
sedang dalam pendaftaran secara sporadik dalam Pasal 91 s/d 93.

Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum
dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau pthak lain vang
dikuasakan olehnya. Dalam hal pemegang hak sudah meninggal dunia, sertifikat
diterimakan kepada ahli warisnya atau salah seorang ahli waris dengan
persetujuan para zhli waris yang lain. Sertifikat tanah wakaf diserahkan kepada
nadzirnya.

Penerbitan sertifikat dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah
membuktikan haknya. Oleh karena itu sertifikat merupakan alat pembuktian yang
kuat, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 19 UUPA. Sehubungan dengan itu
apabila masih ada ketidakpastian mengenai hak atas tanah yang bersangkutan,
yang ternyata dari masih adanya catatan dalam pembukuannya, pada prinsipnya
sertifikat belum dapat diterbitkan. Namun apabila catatan itu hanya mengenai data
fisik yang belum lengkap, tetapi tidak disengketakan, sertifikat dapat diterbitkan.
Data fisik yang tidak lengkap itu apabila data fistk bidang tanah yang
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bersangkutan merupakan hasil pemetaan sementara, sebagaimana dimaksud dalam

pasal 19 ayat (3).

2.3.3 Turan Pendapatan Daerah (IPEDA) dan Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang (SPPT)
Sampai tahun 1961 ada tiga macam pungutan pajak tanah, vaitu -

l. untuk tanah-tanah Hak Barat Verponding Eropa,

2. untuk tanah-tanah hak milik adat yang ada di wilayah Gemeente - Verpording

Indonesia, dan

‘(.;J

untuk tanah-tanah hak milik adat luar wilayah Gemeente © Landrente atau
Pajak Lsumi. (Boedi Harsono, 1999 - 84)

Pengenaan pajak dilakukan dengan penerbitan surat pengenaan pajak atas
nama pemilik tanah, yang dikalangan rakyat dikenal dengan sebutan : peruk pajak,
pipil, girik dan lain-lainnya. Karena pajak dikenakan pada yang memiliki
tanahnya, peruk pajak yang fungsinya sebagai surat pengenaan dan tanda
pembayaran pajak, dikalangan rakyat dianggap dan diperlakukan scbagai tanda
bukti pemilikan tanah yang bersangkutan. Pengenaan dan penerimaan pembayaran
pajaknya olch pemerintah pun oleh rakyat diartikan scbagar pengakuan hak
pembayar pajak atas tanah yang bersangkutan oleh Pemerintah. Jika ada gangguan
pembayar  pajak mengharapkan memperoleh perlindungan dari Pemerintah.
Apakah sikap dan anggapan demikian itu sisa pengaruh kebijakan Raffles abad
vang lalu dalaia cara pengenaan landrentnya, kiranya ada baiknya diadakan
penelitian.

Sehubungan dengan sikap dan anggapan di atas, orang belum merasa aman,
selama peruk pajak tanah yang dibelinya belum diganti dengan yang baru atas
namanya. Sejalan dengan ketentuan, bahwa hanya tanah yang berstatus hak milik
adat saja yang dikenakan Landrente dan Verponding Indonesia, serta adanya
keinginan dan usaha orang untuk mempunyai petuk pajak dengan dirinya sebagai
wajib-pajak, membenarkan praktik untuk menggunakan data yang tercantum
dalam peruk pajak sebagai petunjuk yang kuat mengenal status tanahnya sebaga:

tanah hak milik adat dan wajib-pajak sebagai pemiliknya. Kenyataan tersebut
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dapat digunakan sebagai unsur pembantu dalam penegasan konservasinya hak
milik adat menjadi hak milik menurut UUPA mengenai tanah-tanah yang
dimintakan pendaftaran menurut PP 10/1961 dan PP 24/1997

Ketiga pajak tersebut pada tahun 1961 di ganti dengan pungutan baru dengan
nama luran Pembangunan Daerah, disingkat IPEDA.

IPEDA inipun kemudian diganti dengan pajak baru, yang diberi nama Pajak
Bumi dan Bangunan, disingkat PBB. (Undang-undang nomor 12 tahun 1985) (LN
1985-68, Penjelasannya dalam TLN 3312).

Berbeda dengan ketiga pajak yang digantinya, pengenaan [PEDA dan PBI
tidak dihubungkan dengan status tanah yang bersangkutan, biarpun tanah tetap
disebut “obyek pajak™. (pasal 2). Bahwa status tanah dan hubungan hukum wajib
pajak dengan tanah ycng menjadi obyek pajak tidak lagi merupakan faktor
penentu pengenaan pajaknya, dapat diketahui dari ketentuan pasal 4 ayat (1).

Dalam pengenaan IPEDA dan PBB Juga diterbitkan surat pengenaan pajak,
vang dalam pemungutan PBB disebut Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
(SPPT). Tetapi karena pengenaannya tidak didasarkan pada adanya hubungan
hukum dengan tanah yang merupakan obyek pajak, SPPT, demikian juga peluk
IPEDA, tidak bisa dipakai sebagai petunjuk bahwa pemegeng peruk/SFPT.
sebagai wajib-pajak mempunyai hak atas tanah tersebut. Seorang okupan ilegai
pun bisa menjadi pemegang petuk IPEDA/SPPT PBB. Lagi pula dalam SPPT
tidak disebutkan status hukum tanahnya. Okupan ilegal tanah negara pun bisa

menjadi subyek pajak PBB. (Boedi Harsono, 1999 : 86)

2.3.4 Jual Beli

Sebelurn berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, dikenal lembaga
hukum jual beli tanah. Ada yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata) yang tertulis, dan ada yang diatur dalam Hukum Adat yang
tidak tertulis.

Menurut pasal 1457 KUHPerdata apa yang disebut “Jual beli tanah” adalah
suatu perjanjian dalam mana pihak yang mempunyai tanah, yang disebut

“penjual”, berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan haknya atas tanah
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yang bersangkutan kepada pihak lain yang disebut “pembeli”. Sedang pihak
pembeli berjanji akan mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah
disetujui. (Effendi Perangin, 1986 :14)

Dengan dilakukannya jual beli tersebut belum terjadi perubahan apapun
pada hak atas tanah vang bersangkutan,  biarpun misalnya  pembeli sudah
membayar penuh harganya dan tanahnya pun secara fisik sudah diserahkan
kepadanya. Oleh karena itu,biarpun mengenai tanah, ketentuan hukum mengenai
jual beli tersebut bukan merupakan ketentuan Hukum Tanah, melainkan ketentuan
Hukum Perdata tegasnya Hukum Perjanjian barat. Tidak ada bedanya dengan jual
beli benda-benda bukan tanah. Biasanya Jualbelinya dilakukan di hadapan notaris,
yang membuat aktanya.

Hak atas tanah yang dijual baru berpindah kepada pembeli, jika penjual
sudah menyerahkannya secara yuridis kepadanya, dalam rangka memenuhi
kewajiban hukumnya (pasal 1459). Untuk itu wajib dilakukan perbuatan hukum
lain, yang discbut “penyerahan yuridis™ (dalam Bahasa Belanda - “juridische
levering”), yang diatur dalam pasal 616 dan 620, (Effendi Perangin, 1986 : 14)

Menurut pasal-pasal tersebut penyerahan yuridis itu dilakukan Juga di
hadapan notans, yang membuat aktanya, yang disebut dalam bahasa Belanda
“transport acte” (akta transport). Akta transport ini wajib didaftarkan pada Pejabat
yang disebut “Penyimpan Hypotheek™. Dengan selesainya dilakukan pendaftaran
tersebut, tata cara penyerahan yuridis selesai dan dengan pendaftaran itu hak atas
tanah yang bersangkutan berpindah kepada pembeli.

Pasal-pasal KUHPerdata yang mengatur tata cara penyerahan vyuridis,
sebagai kelanjutan dari jual beli tanah tersebut, belum pernah berlaku sampai
dicabut oleh UUPA. Berdasarkan ketentuan pasal 24 dari Bepalingen Omitrent de
Invoering van en den Overgang tot de nieuwe Wetgeving (Publikasi 3 Maret 1848
S. 10), penyerahan yuridis hak atas tanah diatur dan tata caranya ditetapkan dalam
Overschrijvingsordonnantie (S. 1834-27). (Secara tidak tepat umum disebut
“Ordonansi Baliknama™). Menurut pasal 1 Ordonansi terebut penyerahan yuridis
wajib dilakukan di hadapan Overschrijvingsambtenaar (Pejabat Baliknama), vang

bertugas membuat akta transportiya, sekaligus melakukan pendaftarannya
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Ketentuan-ketentuan KUHPerdata dan Overschrijvingsordonnantic yang
mengatur penyerahan yuridis itulah yang termasuk Hukum Tanah karena dengan
dilakukannya penyerahan yuridis terjadi pemindahan hak atas tanah yang
bersangkutan.

Sedangkan menurut hukum adat, jual beli tanah bukan merupakan perjanjian
seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1457 KUHPerdata tersebut di atas,
melainkan suatu perbuatan hukum yang berupa penyeréhan tanah vang
bersangkutan oleh penjual kepada pembeli untuk selama-lamanya pada saat mana
pthak pembeli menyerahkan harganya kepada penjual. (Effendi Perangin,
1986 : 15)

Jual beli tanah dalam Hukum Adat merupakan perbuatan hukum
pemindahan hak dengan pembayaran tunai. Artinya harga yang disctujui bersama
dibayar penuh pada saat dilakukan jual beli yang bersangkutan. Dalam Hukum
Adat tidak ada pengertian penyerahan yuridis sebagai pemenuhan kewajiban
hukum penjual, karena justru apa yang disebut “jual beli tanah™ itu adalah
penyerahan hak atas tanah yang dijual kepada pembeli yang pada saat yang sama
membayar penuh kepada penjual harga yang telah disetujui bersama. (Effendi
Perangin, 1986 : 16)

Pengertian jual beli menurut hukum adat sebagaimana telah diuraikan di
ataslah yang diambil sebagai hakikat jual beli menurut Undang-Undang Pokok
Agraria, jadi yang berlaku sekarang ini. Pelaksanaannya tentu disesuaikan dengan

keadaan dan sistem pendaftaran tanah yang berlaku saat ini.

2.3.5 Hukum Pembuktian

Dari keseluruhan tahap persidangan perkara perdata maka pembuktian
merupakan tahap spesifik dan menentukan. Dikatakar spesifik oleh karena pada
tahap pembuktian ini para pihak diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran
terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi titik pokok sengketa. Sedangkan
disebut sebagai tahap menentukan oleh karena hakim dalam rangka proses
mengadili dan memutus perkara tergantung terhadap pembuktian para pihak di

persidangan.
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Pada dasainya proses pembuktian dilakukan terhadap barang siapa
mendalilkan terhadap suatu hak/peristiwa dan untuk meneguhkan haknya atau
guna membantah hak orang lain haruslah dibuktikan adanya hak atau peristiwa
tersebut (pasal 163 H.LR., pasal 283 Rbg, pasal 1865 KUHPerdata). Jadi
konkretnya pembuktian dilakukan apabila ada dalil-dalil yang dikemukakan pihak
satu kemudian dibantah oleh pihak lainnya.

Akan tetapi dalam praktik substansi pembuktian ini diterapkan secara
selektit. Dalam artian, tidak semua fakta-fakta hukum harus dibuktikan di
persidangan. Adapun fakta-fakta hukum yang tidak harus dibuktikan di
persidangan mencakup mengenai hal-hal :

a. Pihak Tergugat/para Tergugat mengakui kebenaran surat gugatan
Penggugat/para Penggugat.

b. Pihak Tergugat/para Tergugat tidak menyangkal surat gugatan Penggugat/para
Penggugat.

¢. Apabila Majelis Hakim/Hakim menjatuhkan putusan verstek.

d. Apabila salah satu pihak melakukan sumpah decesoir/sumpah pemutus.

e. Apabila Majelis Hakim/Hakim karena jabatannya (ex officio) dianggap telah
mengetahui fakta-faktanya. (Sudikno Mertokusumo, 1993 : 105)

Karena esensi pembuktian ini elementer sifatnya maka pandangan para
doktrina/teoritis dan praktisi terhadap pengertian pembuktian ini cukup variatif.

Dengan menyebutkan kata “membuktikan”, Prof. Dr. Sudikno
Mertokusumo, S.H. menyebutkan beberapa pengertian :

(a) “Kata membuktkan di':enal dalam arti logis. Membuktikan disini berarti
memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi sctiap orang dan
tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

(b) Kata membuktikan dikenal juga dalam arti konvensionil. Disinipun
membuktikan berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian
mutlak, melainkan kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai
tingkatan-tingkatan :

- kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena itu kepastian ini
bersifat intuitif dan disebut conviction intime.

- Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka olch karena it
dis :but conviction raisonce.

(c) Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Pembuktian dalam
arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau vang
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memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam aru
yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinannya bahwa
pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau
dipalsukan”. (Sudikno Mertokusumo, 1993 : 107)

Kemudian Bachtiar Effendi, S.H. dkk. menyebutkan bahwa pengertian
pembuktian adalah :

“Penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak berperkara
kepada hakim dalam persidangan dengan tujuan untuk memperkuat
kebenaran dali! tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga
hakim memperoleh kepastian untuk dijadikan dasar putusannya™ (Lilik
Mulyadi, 1999 : 154)

Sedangkan menurut pandangan praktisi (para hakim) dalam beberapa

Penataran Hakim menyebutkan, bahwa :

(a) Pembuktian adalah memperkuat kesimpulan Hakim tentang kebenaran dali!
atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

(b) Pembuktian adalah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil yang
dikemukakan dalam suatu proses sengketa, dengan mempergunakan alat-alat
bukti menurut undang-undang,

(¢) Pembuktian adalah memberi suatu nepastian yang layak menurut akal, apakah
perbuatan itu sungguh/benar terjadi dan apa motif dari perbuatan tersebut.

(d) Pembuktian berarti meyakinkan Hakim dengan mempergunakan alat-alat bukt:
tertentu  menurut undang-undang akan kebenaran dalil-dalil vang
diketengahkan dalam suatu persengketaan oleh para pihak dalam proses
pengadilan. (Lilik Mulyadi, 1999 : 154 — 155)

Disamping pengertian pembuktian di atas, ada 3 (tiga) teori hakim dalam
menilai pembuktian, yaitu :

1. Teori Pembuktian Bebas
Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat
hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan padanya.

2. Teori Pembuktian Negatif
Menurut teori ini harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat
negatif, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan kepada

hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jad:
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hakim disini dilarangdengan pengecualian (Ps. 169 HIR, 306 Rbg, 1905
KUHPerdata).

Teori Pembuktian Positif

)

Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada
hakim. Disini hakim di'wajibkan, tetapt dengan syarat (Ps. 165 HIR, 285 Rbg.
1870 KUHPerdata). (Sudikno Mertokusumo, 1993 : 112 - 113)
Sedangkan jenis alat-alat bukti dalam perkara perdata yang diatur pada pasal
1866 KUHPerdata (Pasal 284 Rbg., Pasal 164 H.LLR.), menurut terjemahan K
Wantjik Saleh (1981 : 71), antara lain :
!. Alat Bukti Surat
Agar cesuatu benda dapat disebut surat dan dipakai sebagai alat bukti dalam
perkara perdata harus memenuhi beberapa syarat, yaitu
a. benda untuk membuat surat dapat berupa batu, kayu, besi, daun lontar,
kertas, Kkain, lembaran plastik dan sebagainya tergantung pada
periiembangan ilmu pengetahuan serta teknologi di masyarakat.
b. pada benda tersebut termuat tanda-tanda baca atau susunan huruf yang
bertujuan untuk mencurahkan isi hati atau buah pikiran sescorang.
¢. dapat digunakan huruf apapun, misalnya huruf Jawa, Bali, Batak, Kanji,
Cina, Arab, asalkan susunan huruf tadi merupakan perwujudan pikiran dar
orang yang menyusunnya dan d~pat dipahami oleh siapa pun.
d. Surat terscbut sengaja dibuat untuk pembuktian. (Sudikno Mertokusumo,
1993 : 120)
2. Alat Bukti Saksi
Menurut Sudikno Mertokusumo (1993 : 134) kesaksian adalah kepastian yang
diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan,
dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan
salah satu pithak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.
3. Alat Bukti Persangkaan
Persangkaan adnlah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah
“terkenal” atau dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang terkenal,

artinya belum terbukti (Subekti, 1975 : 35). Sedangkan menurut Wirjono
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Prodjodikoro (1992 : 116) persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-
undang atau hakim, ditarik dari suatu peristiwa yang terang dan nyata,
misalnya A kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya vaitu
peristiwa B.
4. Alat Bukti Pengakuan
Pengakuan merupakan keterangan membenarkan peristiwa, hak atau
hubungan hukum yang diajukan oleh pihak lawan (Sudikno Mertokusumo,
1993 : 149). Pasal 311 Rbg yang diterjemahkan K. Wantjik Saleh
menetapkan :

“Pengakuan yang diucapkan di muka hakim, adalah memberikan bukti
yang sempurna, memberatkan orang yang mengucapkan baik sendiri,
maupun dengan bantuan orang lain yang khusus dikuasakan akan itu”.
(K. Wantjik Salch, 1981 : 78 — 79)

S. Alat Bukti Sumpah

Sumpah ialah suatu keterangan yang diucapkan dengan hikmat, bahwa jika
orang yang mengangkat sumpah itu memberikan keterangan vang tidak
benar, 1a akan dikutuk Tuhan (Tirtaamidjaja, 1962 : 171)

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo (1993 ¢ 154) sumpah pada
umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat vang diberikan eatau
diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan, dengan mengingat
akan sifat Maha Kuasa Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi

keterangan atau ianji tidak benar akan dihukum-Nya.
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PEMBAHASAN

3.1 Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Para Pihak

Menurut pendapat Subekti (1975 : 8), Hukum Pembuktian merupakan
rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan
persidangan di muka hakim antara kedua belah pihak yang sedang mencar:
keadilan. Oleh karena merupakan rangkaian peraturan tata tertib, maka Hukum
Pembuktian itu merupakan bagian daripada Hukum Acara yang memberikan
aturan-aturan tentang bagaimana berlangsungnya suatu perkara di muka hakim.
Aturan mana termuat dalam HIR yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura
serta Rbg yang berlaku untuk daerah luar Jawa di samping yang diatur dalam
Buku IV KUHPerdata tentang Pembuktian dan Daluwarsa.

Kasus Perdata Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 100/Pdt.G/1996.
PN . Jr. yang penulis angkat dan bahas dalam penulisan skripsi ini merupakan
kasus yang terjadi di Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, dengan demikiun
Hukum Acara vang dipergunakan Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam
memeriksa dan mengaaili serta menyelesaikan sengketa tanah ini adalah Hukum
Acara Rbg disamping yang terdapat dalam Buku IV KUHPerdata tentang
Pembuktian dan Daluwaarsa.

Seperti diketahui tugas pokok dafipada hakim adalah menerima, memeriksa,
dan mengz dili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (Pasal
2 ayat (1) Undang- Undang No 14 tahun 1970). Oleh karena itu hakim tidak boleh
menolak setiap perkara yang diajukan kepadanya, sekalipun bahwa hukum tidak
atau kurang jelas mengatur (pasal 14 Undang- Undang No. 14 tahun 1970).

Sebagai tempat pelarian terakhir bagi pencari keadilan, dalam suaiu proses
perkara perdata oleh para pihak, hakim diharapkan dan diminta untuk
mempertimbangkan tentang benar atau tidaknya peristiwa yang diajukan
kepadanya. Untuk itu hakim harus pasti akan pertimbangannya, schingga
pertimbangannya itu tidak sekedar dugaan atau kesimpulan yang gegabah saja

tentang adanya peristiwa yang bersangkutan. Oleh karena itu hakim harus
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menggunakan sarana-sarana atau alat-alat untuk memastikan dirinya tentang
kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Sarana-sarana atau alat-alat itu
merupakan bukti yang diajukan oleh para pihak yang digunakan hakim dalain
melakukan penilaian pembuktian. Untuk itu hakim harus melakukan penilaian
terlebih dahulu terhadap alat bukti yang diajukan para pihak apakah dapat
diterima s=bagai alat bukti atau sebaliknya, yang berarti hakim harus memeriksa
dan meneliti apakah bukti-bukti yang diajukan itu satu sama lain mempunyai
hubungan dengan peristiwa yang bersangkutan.

Pada kasus perkara perdata putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor
100/Pdt.G/1996. PN . Jr, bukti-bukti yang diajukan para pihak yang telah diterima

dan digunakan sebagai alat bukti menurut hakim adalah sebagai berikut :

3.1.1 Bukti Surat

Menurut Wirjono Projodikoro ( 1992 : 110 ), soal pembuktian dari surat-
surat berarti pertaina-tama pembuktian dari adanya keterangan-keterangan vang
menurut  surat-surat itu diucapkan oleh yang membuat dan atau yane
menandatangani itu (formeele bewijskracht) dan lagi mengenai pembuktian.
Bahwa apa yang diucapkan itu juga memang benar adanya (matericele
hewijskracht).

Surat yang diajukan kepada hakim dengan tujuan untuk dijadikan alat bukti,
sewajarnya dapat dipergunakan sebagai‘ alat bukti, apabila memenuhi syarat-syarat
vuridis, yaitu :

a. Harus memenuhi syarat formil, menyangkut tata cara pembuatannya.

b. Harus memenuhi syarat materiil, menyangkut kebenaran tanda tangan adanya
pernyataan dan 1si pernyataan.

¢. Harus ada hubungan dengan pokok perkara.

Berdasarkan berita acara di pengadilan, bukti surat-surat yang diajukan oleh
para pihak, setelah diadakan pemeriksaan melalui tanya jawab dengan para pihak
dan saksi-saksi, surat-surat tersebut telah memenuhi persyaratan di atas. Hal ini

dilakukar untuk dapat menilai kekuatan pembuktian dari surat-surat tersebut.
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Alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak adalah
Alat bukti surat dari pihak Penggugat (Toro alias P. Suyitno) antara lain :

I

Surat perjanjian jual beli antara P. Koenawi dan Da’oc (erhadap sebidang
tanah pekarangan C. no. 662 persil No. 57 D.II luas 0,257 ha, dijual
seluas 0,115 ha tertanggal 21 Oktober 1959. (P-1)

Surat pernyataan dari Imam Djoeremi mantan kepala Desa Puger Kulor
Kecamatan Puger tertanggal 10 Mei1 1995 (P-II). Lé‘f A ?
Pengaduan Kepala Desa bernama Marsono kepada Kapolsek Puger

tertanggal 24 Mei 1995 Nomer 181.1/15/574.01/1995. (P-I11)

B. Alat bukti surat dari pihak para Tergugat antara lain :

12

('S

Surat tanda pembayaran pajak Ipeda tahun 1982 atas nama Kasmunar P.
Suriyati. (T-1)

Surat tanda pembayaran pajak Ipeda tahun 1980 atas nama Kasmunar .
Sumiyati. (T-11)

Surat tanda pembayaran pajak Ipeda tahun pajak 1983 Desa Puger Kulon
Kecamatan Puger No. Unit 0153 Kohir F. 1552, atas nama Kasmunar Bin
P. Sumujat. (T-111)

Surat tanda pembayaran pajak Ipeda tahun pajak 1984 Desa Puger Kulon,
Kecamatan Puger No. Kohir F. 1552, atas nama Kasmunar bin P. Sumijati.
(T-1V) .

Surat tanda pembayaran pajak Ipeda tahun pajak 1981 Desa Pug=r Kulon,
Kecamatan Puger No. urut 867 no. Kohir F. 1552, atas nama Kasmunar b.
P. Sumijati. (T-V)

Surat tanda pembayaran pajak Ipeda tahun pajak 1985 Desa Puger Kulen,
Kecamatan Puger No. urut 786 no. Kohir F. 1552, atas nama Kasmunar b.
P. Sumiyati. (T-VI)

Surat pemberitahuan pajak terhutang/PBB tahun 1987, no. kohir 1552 atas
nama wajib pajak Kasmunar b. Soemijati Desa Puger Kulon Kecarnatan
Puger. (T-VII)

Akta pembagian harta warisan no. 612/DT/1987, tanggal 11 Nopember
1987, yang dibuat olech PPAT Drs. Moh. Romli Salech, Camat Puger.
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diantara para ahli waris : Asiyah Suwarni, Supadmi atas scbhidang tanah
hak yasan no. C 1552 seluas 950 M’ para ahli waris bersepakat untuk
membagikan tanah warisan tersebut kepada Mulyanto. (T-VIII)

Putusan Pengadilan Negeri Jember nomor 79/Pdt.G/1995/PN Ir, tertanggal
8 Januari 1996, antara Penggugat Toro P. Suyitno melawan B. Siah Dkk,
yang inti putusan gugatan Pecnggugat tidak dapat diterima. (T-1X)

Surat ketetapan iuran pembangunan daerah huruf C. no. 1854, atas nama
P. Sumiyati Asmunar Desa Puger Kulon Kecamatan Puger persil No. 57
D. TII luas 0,046 da, yang dikeluarkan oleh Kantor Ipeda Pengenaan
Jember, tanggal 15 April 1976. (T-X)

Daitar keterangan obyek untuk ketetapan Ipeda sektor pedesaan dan sektor
pérkotaan no. 3384 atas nama Mulyanto Desa Puger Kulon persil no. 57
D.II seluas 0,093 da yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Inspeksi Ipeda
Jember tanggal 16 Nopember 1987. (T-XI)

- Surat pemberitahuan pajak terhutang/PBB tahun 1988, nomer kohir 3384

atas nama wajib pajak Mulyanto, Desa Puger Kulon Kecamatan Puger. (-
XII)
Surat petikan jumlah pajak terhutang/PBB tahun 1989, nomer kohir 3384
atas nama wajib pajak Mulyanto, Desa Puger Kulon Kecamatan Puger. (T-
XIIT)

- Tanda terima sementara pembayaran pajak bumi dan bangunan no.

0703922, atas nama Mulyanto Desa Puger Kulon no. SPPT 3384 tahun
1992 (T-XIV)

. Tanda terima sementara pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama

Mulyanto, Desa Puger Kulon no. SPPT 3384 tahun 1993, (T-XV)

- Surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak bumi dan bangunan tahun

1994, no. SPPT 0002536/94.01, atas nama Mulyanto, Desa Puger Kulon
Persil No. 57, luas 930 M? . (T-XVI)
Surat tanda terima sementara pembayaran pajak bumi dan bangunan tahua

1995, atas nama Mulyanto, no. induk SPPT 2536. (T-XVII)
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Svrat pemberitahuan pajak terhutang Pajak bumi dan bangunan tahun
1996, no. SPPT 2536/94.01, atas nama Mulyanto Persil No. 57 luas 930
M? . (T-XVIII)

Surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak bumi dan bangunan tzhun
1996, no. SPPT 1161.7/96 Persil No. 57 luas 460 M” atas nama P. Sum ijati
Asmoenar, Desa Puger Kulon . (T-XIX)

- Surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak bumi dan bangunan tahun

1994, no. SPPT 1161/94.01, atas nama P. Sumijati Asraunar, Desa Puger
Kulon Persil No. 57, luas 460 M . (T-XX)
Tanda terima sementara pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun

1993, atas nama P. Sumijati Asmunar, Desa Puger Kulon. (T-XXI)

- Surat petikan jumlah pajak terhutang tanda pembayaran pajak bumi dan

bangunan tahun 1989 no. kohir 1854 atas nama P. Soemijati Asmunar,

Desa Puger Kulon. (T-XXII)

. Surat pemberitahuan pajak terhutang/PBB tahun 1988 no. kohir 1854 atas

nama wajib pajak P. Soemijati Asmunar, Desa Puger Kulon, Kecamatan
Puger. (T-XXIII)

. Surat pemberitahuan pajak terhutang/PBB tahun 1987 no. kohir 1854 atas

nama wajib pajak P. Soemijati Asmunar, Desa Puger Kulon, Kecamatan

Puger. (T-XXIV)

- Surat tanda pembayaran Ipeda tahun pajak 1985 no. kohir F. 1854 atas

nama P. Soemijati Asmunar, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger. (T-

XXV)

- Surat tanda pembayaran Ipeda pedestahun pajak 1984 no. kohir F. 1854

atas nama P. Soemijati Asmunar, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger

(T-XXVI)

-Sertifikat hak milik no. 282 tahun 1988 desa Puger Kulon Kecamatan

Puger atas nama pemegang hak semula Asyah Asmunar, dicoret tanggal
10/5-88 menjadi atas nama Suratman, berdasarkan akta Jual beli dibuat
oleh dan dihadapan PPAT Drs. Moch Ramli Saleh, Camat Puger tanggal
12-11-1987 dengan gambar situasi luas 224 M>. (T-XXVII)
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Ini berarti, diterimanya surat-curat tersebut sebagai alat bukti di persidangan
oleh hakim telah ditelusuri dan dinilai mengenai syarat formil yang menyangkut
tata cara pembuatannya, juga mengenai syarat materiil vang menyangkut
kebenaran tanda tangan adanya pernyataan dan isi pernyataan, selain itu adanya
hubungan atau kesesuaian bukti-bukui surat tersebut dengan pokok perkara.

Untuk dapat menilai kekuatan pembuktian dari surat-surat yang diajukan
sebagal alat bukti, maka terlebih dahulu harus diketahui apakah surat-suraf
tersebut digolongkan sebagai akta atau surat bukan akta, selain itu apakah surat

sebagai akta tersebut termasuk akta otentik atau akta di bawah tangan.

3.1.1.1 Surat yang Berupa Akta

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang
menjadi dasar daripada suatu, hak atau perikatan yang dibuat sciak semula dengan
sengaja untuk pembuktian. (Sudikno Mertokusumo, 1993 : 120)

Berdasarkan surat-surat yang diajukan sebagai alat bukti baik oleh
Penggugat maupun para Tergugat, menurut hemat penulis dilihat dari bentuknya
vang dapat digolongkan sebagai alat bukti akta adalah sebagai berikut :

A. Alat bukti akta dari pihak Penggugat, antara lain :
1. Surat perjanjian jual beli antara P. Koenawi dan Da’oe terhadap sebidang
tanah pekarangan C. no. 662 persil No. 57 D.III luas 0,257 ha, dijual
seluas 0,115 ha tertanggal 21 Oktober 1959. (P-I)

!'x.)

Surat pernyataan dari Imam Djoeremi mantan kepala Desa Puger Kulon

Kecamatan Puger tertanggal 10 Mei 1995 (P-II).

(8]

Surat pengaduan Kepala Desa bernama Marsono kepada Kapolsek Puger
tertanggal 24 Mei 1995 Nomer 181.1/15/574.01/1995. (P-111)
B. Alat bukti akta dari pihak para Tergugat, antara lain :

I. Akta pembagian harta warisan no. 612/DT/1987, tanggal 11 Nopember
1987, yang dibuat oleh PPAT Drs. Moh. Romli Saleh, Camat Pugcr.
diantara para ahli waris : Asiyah Suwarni, Supadmi atas sebidang tanah
hak yasan no. C 1552 seluas 950 M?, para ahli waris bersepakat untuk

membagikan tanah warisan tersebut kepada Mulyanto. (T-VIII)


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(%)
12

2. Sertifikat hak milik no. 282 tahun 1988 desa Puger Kulon Kecamatan
Puger atas nama pemegang hak semula Asyah Asmunar, dicoret tanggal
10/5-88 menjadi atas nama Suratman, berdasarkan akta jual beli dibuat
olch dan dihadapan PPAT Drs. Moch Ramli Salch, Camat Puger tanggal
12-11-1987 dengan gambar situasi luas 224 M*. (T-XX V1)

Kelima alat bukti surat terscbut dapat dikatakan scbagar akta sclain karena
dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti, juga karena tiap-tiap surat tersebut
diatas ditandatungani oleh yang bersangkutan.

Tentang kekuatan pembuktian akta, menurut Sudikno Mertokusumo (1993 :
128 — 129) ada 3 (tiga) macam, yaitu :

a. Kekuatan pembuktian lahir, didasarkan atas keadaan lahir apa yang tampak
pada -lahimya : yaitu surat yang tampaknya dari lahir seperti akta, dianggap
(mempunyai kekuatan) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

b. Kekuatan pembuktian formil, didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan
oleh yang bertanda tangan di bawah akta. Memberikan kepastian teniang
peristiwa, bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang
dimuat dalam akta.

¢. Kekuatan pembuktian materiil, memberikan kepastian tentang materi suatu
akta, memberi kepastian tentang peristiwa, bahwa pejabat atau para pihck
menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam mengadili sengketa tanah ini, maka
merupakan fakta yang tidak dapat disangkal lagi bahwa kelima alat bukti akta
yang digunakan dalam kasus ini benar-benar memuat adanya perbuatan hukum
yang ada hubungannya dengan kasus yang sedang diadili maupun dengan para
pthak yang berperkara, adanya perbuatan hukum ini merupakan fungsi formil
pembuatan surat agar disebut akta.

Menurut bentuknya maka akta dapat dibagi menjadi akta otentik dan akia
dibawah tangan. (Sudikno Mertokusumo, 1993 : 123)
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A. Akta Otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang
untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik
dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang
dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan. (Sudikno

Mertokusumo, 1993 : 123)

Dari kelima alat bukti akta tersebut, maka yang dapat digolongkan sebagai
akta otentik adalah :

I Akta pembagian harta warisan no. 612/DT/1987, tanggal 11 Nopember 1987.
yang dibuat olch PPA'T Drs. Moh. Romli Saleh, Camat Puger, diantara para
ahlt waris : Asiyah Suwarni, Supadmi atas sebidang tanah hak yasan no. C
1552+ seluas 950 M?, para ahli waris bersepakat untuk membagikan tapah

warisan tersebut kepada Mulyanto. (T-VIII)

(B

Sertifikat hak milik no. 282 tahun 1988 desa Puger Kulon Kecamatan Puger
atas nama pemegang hak semula Asyah Asmunar, dicoret tanggal 10/5-88
menjadi atas nama Suratman, berdasarkan akta jual beli dibuat oleh dan
dihadapan PPAT Drs. Moch Ramli Saleh, Camat Puger tanggal 12-11-1987
dengan gambar situasi luas 224 M? (T-XXVII)

Putusan Pengadilan Negeri Jember nomor 79/Pdt.G/1995/PN Ir, tertanggal 8

(V8]

Januari 1996, antara Penggugat (Toro P. Suyitno) melawan B. Siah Dkk, yang
intl putusan gugatan Penggugat lidak dapat diterima. (T-1X)

Ketiga akta tersebut di atas adalah otentik, sebagaimana yang disyaratkan
oleh pasal 165 H.LR. (pasal 285 Rbg., pasal 1870 KUHPerdata) dimana selain
akta-akta tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan olch undang:
undang, juga dilakukan olch atau dihadapan pejabat umum yang berwenang.

Menurut  Ny. Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata (1995 :
67 - 68), kekuatan pembuktian dari akta otentik ada 3 (tiga) macam, yaitu :

1. Kekuatan pembuktian formil, membuktikan antara para pihak bahwa mercka
sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
2. Kekuatan pembuktian materiil, membuktikan antara para pihak bahwa benai-

benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi.
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3. Kekuatan pembuktian mengikat, membuktikan antara para pihak dan pihak
ketiga bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah
menghacap pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta
tersebut. Oleh karena menyangkut pihak ketiga, maka akta otentik mempunyai
kekuatan pembuktian keluar.

Pada fakta yang telah penulis uraikan diatas, bukti akta warisan (T-VIII}
tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini dapat
dilihat dari pertimbangan hakim yang menerangkan bahwa :

S vl maka sesuai dengan bukti T- VIII dan T- XXVII dan dihubungkan
dengan T-1 sampai dengan T-XXVI, dan keterangan para saksi Tergugat bernama
Buang soiwan dan Mohamad Tohir dan saksi Penggugat bernama Imam
Djoeremi, bahwa tanah yang dijual oleh B. Asia adalah merupakan harta warisan
dari almarhum Asmunar P.Soemijati, B. Asia berhak untuk menjual dimana para
ahli waris lainnya tidak keberatan sedangkan Penggugat tidak mempunyai
hubungan apa-apa dengan para ahli waris tersebut” . (lampiran hal. 37)

Sedangkan pada bukti T-XXVI yang berupa Sertifikat hak milik no. 282
tahun 1998, sesuai dengan sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia
maka surat tanda bukti hak atas tanah tersebut hanya berlaku sebagai alat bukti
yang kuat bukan mutlak. Berarti, keterangan-keterangan vyang tercantum
didalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima oleh hakim scbagai
keterangan yang benar sepanjang tidak ada alat pembuktian lain yang
membuktikan sebaliknya. (Boedi Harsono, 1999 : 487)

Sedangkan menurut Effendi Perangin (1981 : 1 — 2) menyatakan

... sertifikat bukan satu-satunya alat bukti hak atas tanah. Hak atas tanah
masih mungkin dibuktikan dengan alat bukti lain. Apabila kepada hakim
ditunjukkan sertifikat hak atas tanah, maka hakim harus menerima keterangan
dalam sertifikat itu salah (palsu). Tetapi kalau kepada hakim ditunjukkan,
misalnya akta jual beli sebagai tanda bukti hak seseorang atas tanah, maka hakim
harus diyakinkan oleh alat bukti lain (misalnya : saksi, kwitansi), bahwa
sescorang itu benar berhak atas tanah itu”.

Demikian juga terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember nomor
79/Pdt.G/1995/PN.Jr., tertanggal 08 Januari 1996, antara Penggugat (Toro P.
Suyitno) melawan B. Siah DKk, yang inti putusan gugatan Penggugat tidak daput

diterima (T-IX), sudah tidak diragakan lagi kekuatan pembuktiannya baik secare
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formil, materiil maupun lahiriah. Sebab, amar putusan ini tentu telah melalui
pemeriksaan secara scksama oleh hakim.

Menurut pasal 1916 ayat 2 no. 3 BW. putusan hakim adalah persangkaan.
Putusan hakim merupakan persangkaan bahwa isinya benar : apa yang telah
diputus oleh hakim harus dianggap benar (res Judicata pro veriate habactur).
Adapun kekuatan pembuktian putusan perdata diserahkan kepada hakim. Hakim
mempunyai kebebasan untuk menggunakan kekuatan pembuktian putusan
terdahulu (Sudikno Mertokusumo, 1993 : 182)

Namun  menurut  hemat penulis, bukti T-IX tersebut kekuatan
pembuktiannya adalah bebas dengan alasan bahwa dari seluruh rangkaian dalil-
dall yang dikemukakan oleh para Tergugat vang diperkuat dengan alat-alat bukti
surat dan keterangan para saksinya tidak diperoleh kejelasan mengenai dalam
kasus apa para Tergugat memiliki bukti surat berupa putusan Pengadilan Negeri
Jember, akan tetapi oleh karena bukti T-IX tersebut diterima oleh hakim majelis
vang memeriksa perkara ini sebagai alat bukti yang berarti hakim majelis telah
menilai adanya kesesuaian hubungan bukti surat tersebut dengan pokok perkarz,

maka kekuatan pembuktiannya hakim majelis yang menilai pertimbangannya.

B. Akta Dibawah Tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian
oleh para pihal tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat
antara para pihak yang berkepentingan. (Sudikno Mertokusumo, 1993 - 127)

Dari kelima alat bukti tersebut di atas yang dapat digolongkan kedalam akta
dibawah tangan, adalah :
I. Surat perjanjian jual beli antara P. Koenawi dan Da’oe terhadap sebidang

tanah pekarangan C. no. 662 persil No. 57 D.III luas 0,257 ha. dijual seluas
0,115 ha tertanggal 21 Oktober 1959. (P-I)

2. Surat pernyataan dari Imam Djoeremi mantan Kepala Desa Puger Kulon
Kecamatan Puger tertanggal 10 Mei 1995 (P-II).
3. Surat pengaduan Kepala Desa bernama Marsono kepada Kapolsek Puger

tertanggal 24 Mei 1995 Nomer 181.1/15/574.01/1995. (P-11T)
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Ketiga akta tersebut merupakan akta di bawah tangan, oleh karena pejabal
umum yang dimaksud oleh pasal 165 H.IR. tidak ikut terlibat dalam proses
pembuatan akta tersebut, melainkan para pihaklah yang sengaja membuat surat-
surat terscbut unntuk menjadikannya sebagai bukti. Hal ini sesuai dengar
ketentuan yang terdapat dalam pasal 166 H.1LR. dan pasal 1874 KUl Perdata.

Sedangkan kekuatan pembuktian dari akta di bawah tangan, seperti halnya
akta otentik, ada 3 (tiga) macam, vaitu :

I Kekuatan pembuktian lahir, apabila para pihak dan saksi-saksi mangakui
tanda tangannya maka akta di bawah tangan tersebut, telah mempunyai
kekuatan pembuktian vang sempurna seprti akta otentik. Jika ada pihak yang
memungXkiri tanda tangannya, maka pengadilan akan melakukan pemeriksaan

keaslian akta tersebut.

[

Kekuatan pembuktian formil, kalau tanda tangan akta di bawah tangan tclah
diakui maka keterangan atau pernyataan di atas tanda tangan itu adalah
keterangan dari si penanda tangannya, sehingga kekuatan pembuktiannya

seperti akta otentik.

(%)

Kekuatan pembuktian materiil, yang menurut pasal 1787 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata, maka akta di bawah tangan yang diakui orang
terhadap siapa akta itu digunakan atau yang dapat dianggap diakui menurut
undang-undang, bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang
yang mendapat hak dari mereka, mérupakan bukti seperti akta otentik. Jadi isi
keterangan di calam ak‘a di bawah tangan itu berlaku sebagai bukti terhadap
siapa yang membuatnya dan demi keuntungan orang untuk siapa pernyataan
itu dibuat. (Sudikno Mertokusumo, 1993 : 128 — 129)

Dalam kasus fakta di atas, surat perjanjian jual beli antara P. Koenawi dan
Da’oe terhadap sebidang tanah pekarangan C. no. 662 persil No. 57 D.II! luas
0,257 ha, dijual seluas 0,115 ha tertanggal 21 Oktober 1959 (P-I) dibuat diatas
kertas segel dan dilakukan dihadapan kepala desa.

Peranan kepala desa tersebut dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tanah

sangatlah penting artinya. Hal ini dapat kita lihat dari pendapat beberapa sarjana.
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Teer Haar mengemukakan bahwa tanpa ikut sertanya kepala perselkutuar
atau tanpa ada bantuannya, maka perjanjian itu tidak berlaku terhadap pihak
ketiga.

Soepomo mengatakan bahwa dengan ikut sertanya pengurus desa dalam
pembelian tanah adalah untuk mendapatkan lebih banyak Jjaminan hukum bagi
pihak pembeli dan karena itu pembeli memperoleh hak untuk mendapat
perlindungan seperuhnya.

Keputusan Raad Van Justitie Surabaya tanggal 4 Maret 1931 dengan
mengadili perkara tingkat banding terhadap putusan pengadilan negeri (Land
Raad) Tulungagung pada tanggal 22 Mei 1930 yang mengatakan :

" penjualan tanah yang tidak dilakukan didepan pengurus desa tidak
berakibat fidak sahnya penjualan itu, artinya penjualan itu tetap sah dikarenakan
dalam penjualan demikian itu tidak biasa diberitahukan kepada pengurus desa™.

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli tanah
yang diadakan sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, menurut
hukum adat jual beli yang dilakukan baik secara lisan diantara kedua be'ah pihak
maupun yang dilakukan dihadapan dan dengan bantuan kepala desa adalah sah.
Yang penting dalam suatu perjanjian jual beli tanah adalah harus dipenuhi adanya
subyek dan obyek.

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya No. 271
K/Sip./1 973 tanggal 04 Desember 1957- menerangkan :

“sifat riil berarti bahwa dengan mengucapkan kata-kata dengan mulut saja.
belumlah terjadi perjanjian jual beli. In casu sudah terjadi penulisan kontrak
jual beli di muka kepala kampung serta penerimaan harga barang-barangnya
oleh penjual, dengan mana dinyatakan oleh penjual secara riil pelaksanaan
maksudnya untuk memindahkan hak miliknya kepada pembeli”. (Chidir Ali,
1981 : 229)

Selanjutnya Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya tertanggal 12 Juni
1973 No. 952 K/Sip./1974 menyatakan bahwa jual beli adalah sah apabila telzh
memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdata atau Hukum Adat - i.c.- Jual beli
dilakukan menurut Hukum Adat, secara riil dan kontan dan diketahui oleh kepala

kampung. Syarat-syarat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961
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tidak menyampingkan syarat-syarat untuk jual beli dalam KUHPerdata atan

Hukum Adat , melainkan hanya merupakan syarat bagi Pejabat Agraria. (Chidir

Ali, 1979 : 180)

Putusan Mahkamah Agung No. 663 K/Sip/1971 tanggal 06 Agustus 1971
menerangkan:

a. “Jual beli tanah meskipun telah memenuhi prosedur per Undang-Undangan
Agraria, namun harus dinyatakan batal karena didahului dan disertai dengan
yang tidak wajar atau itikad-itikad yang tidak jujur (pembeli mengetahui bahwa
tanah itu sudah dijual kepada orang lain).

b. Fungsi Pejabat Daerah dalam jual beli Hukum Adat adalah bersifat
complementair, tetapi tidak mutlak adanya penyaksian (bukan persetujuan) dan
Pamongpraja semata-mata tidak menentukan sahnya perjanjian jual beli
menurut Hukum Adat”. (Chidir Ali, 1979 : 498)

Putusan Mahkamah Agung tanggal 05 Nopember 1958 nomor 242
K/Sip./1959 menyatakan bahwa jual beli dengan adanya itikad baik (dilakukan
dengan bantuan kepala kampung setempat) harus dianggap sah, meskipun
andaikata juai beli itu dilakukan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yanz
ditctapkan oleh hukum adat. (Chidir Ali, 1979 : 256)

Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 05 Januari 1955 nomor 148
/1954 Pdt. menyatakan bahwa suatu jual beli tanah dalam lingkungan Hukum
Adat dianggap sah, apabila dilakukan di muka kepala desa yang bersangkutan
dengan tidak perlu menghiraukan hal-hal lain yang mungkin meragu-ragukan
sahnya jual beli itc. (Chidir Ali, 1979 : 240)

Putusan Mahkamah Agung No. 601 K/Sip./1972 Tanggal 14 Maret 1973
menyatakan bahwa syarat-syarat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.
1071961 tentang jual beli tanah, bukan menentukan syarat sah tidaknya jual beli,
tetapi hanyalah snatu syarat pembuktian yang harus diikuti setelah terjadi  suatu
perjanjian jual beli yang sah”. (Chidir Ali, 1979 : 162)

Putvsan Mahkamah Agung No. 1082 K/Sip./1973 tanggal 16 Juni 1976
menyatakan bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung pasal 19 Peraturain

Pemerintah No. 10 tahun 1961, tidak merupakan syarat mutlak untuk sahnya suatu

jual beli, karena Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tersebut hanya
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merupakan ketentuan administratif saja, vyaitu khusus bagi pendaftaran
pemindahan hak pada kadaster”. (Chidir Ali, 1979 : 277)

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa bukti surat perjanjian jual beli
tersebut merupakan bukti yang sempurna. Hal ini sebenarnya merupakan kunci
awal kemenangan Penggugat. Sebab dengan adanya surat jual beli tersebut maka
dapat diketahui proses awal terjadinya peralihan hak atas tanah sengketa. Namun
karena P. Koenawi sendiri sebagai penjual dan Da’oe selaku pembeli telak
meninggal dunia pada saat kasus ini diperiksa, maka keaslian dari akta tersebut
masih diragukan karena keterangan mereka tidak dapat didengarkan secara
langsung dihadapan hakim majelis. Apalagi pihak Penggugat maupun para saksi
vang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan, tidak ada vang mengetahui
sccara langsung proses terjadinya pembuatan surat jual beli tersebut. Sching;a
oleh hakim majelis dipandang perlu untuk melakukan pemeriksaan setempat guna
mencari kebenaran terhadap adanya peristiwa peralihan hak atas tanah sengketa
tersebut.

Dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh hakim majelis, baik
terhadap buku desa letter C maupun buku Caraka/pengganti kerawangan diperoleh
faktanya bahwa petok no. 662 persil No. 57 D.III seluas 0,160 da atas nama P
Moceksin Koenawi, ternyata bukan atas nama P. Koenawi sebagaimana dimaksud
dalam bukti P-I tersebut dan Iuasnyapun hanya 0,160 da, bukan 0,115 ha, dan
juga tldak diketemukan adanya mutasi tanah persil No. 57 D.III luas 0,115 qa
petok 662 ke atas nama Da’oe. Oleh karenanya menurut pendapat hakim majelis.
bukti akta jual beli (P-I tersebut tidak dapat diteirma kebenaran isinya.

Sedangkan pada bukti surat pernyataan dari Imam Djoeremi mantan kepala
Desa Puger Kulon Kecamatan Puger tertanggal 10 Mei 1995 (P-II), yang isinya
menerangkan bahwa pengakuan B. Siah yang menempati sawah atas nama B.
Sumiyati Asmunar berasal dari pembelian milik P. Sujat adalah tidak benar karena
sepengataiuan dari data di buku C desa tidak ada nama P. Sujat persil No. 57.
Kedua mergenai ketidakhadiran B. Siah pada saat dipanggil ke kantor kepala desa

tahun 1975. Ketiga, mengenai surat perjanjian jual beli segel tahun 1959 petok no.
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662 yang pernah ditunjukkan B. Tiasih adalah sudah sesuai atas nama P, Kunawi
persil No. 57.

Bukui P-II tersebut sebenarnya sudah cukup kuat untuk mendukung bukti P-
[ yang berupa surat perjanjian jual beli. Namun Jika dihubungkan dengan bukti T-
VIII yang berupa akta pembagian harta warisan no. 612/DT/ 1987, tanggal 11
Nopember 1987, dibuat oleh PPAT Drs. Moh Romli Saleh, Camat Puger, ternyata
Imam Djoeremi turut menandatangani  selaku saksi dan pada waktu
penandatanganan akta pembagian warisan tersebut tidak pernah ada keberatan dar:
pthak lain. Apalagi dalam pemeriksaan di depan sidang pengadilan, Imam
Djoeremi membenarkan kalau tanah sengketa tidak pernah tercatat atas nama
Da’oe dan hanya membenarkan kalau tanah sengketa tidak pernah tercatat atas
nama Da’oe dan hanya membenarkan kalau surat bukti P-I pernah ditunjukkan
Tiasih alias B. Siti kepadanya dan tidak pernah ada penyelesaiannya di kantor
desa. Dengan demikian, kalau penulis hubungkan antara bukti P-II dengan bukti
T-VIII serta keterangan dari Imam Djoeremi pada saat persidangan ternyata tidak
ada kesinkronan sehingga bukti P-II tersebut kekuatan pembuktiannya tidck
sempurna.

Demikian pula dengan bukti P-III yang berupa surat pengaduan Kepala
Desa bernama Marsono kepada Kapolsek Puger tertanggal 24 Mei 1995 Nomer
181.1/15/574.01/1995, oleh hakim majelis tidak digunakan sebagai pertimbangan
karena bukti P-I dan bukti P-II kebenaran isinya masih diragukan sehingpa
kekuatan pembuktiannya lemah. Hal ini dapat dilihat dari isi salinan puwsan
nomor : 100/PDT.G/1996.PN.Jr. yang tidak menyebutkan sama sekali bahwa
bukti P-III digunakan sebagai pertimbangan hakim majelis dalam memutuskan

perkara tersebut.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

A

3.1.1.2 Surat Bukan Akta

Sebagaimana surat dapat disebut sebagai akta, dikenal pula surat bukan akta

yang dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Adapun surat bukan akta

yang diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini (alat bukti dari pthak para

Tergugat), yaitu :

118

LVS)

Surat tanda pembayaran pajak Ipeda tahun 1980, 1981, 1982, 1983, 1984,
1985 atas nama Kasmunar b. P. Sumijati.

Surat ketetapan iuran pembangunan daerah atas nama P. Sumiyati Asmunar
tahun 1676.

Daftar keterangan obyek untuk ketetapan Ipeda sektor pedesaan dan sektor
perkotaan tahun 1987 atas nama Mulyanto.

Surat’ pemberitahuan pajak terhutang/PBB tahun 1988, 1989, 1992, 1993
1994, 1995, 1996 atas nama Mulyanto.

Surat pembayaran Ipeda/pajak terhutang Pajak bumi dan bangunan tahun
1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1993, 1994, 1996, atas nama P, Sumijati.

Pengertian petok yang dikeluarkan sebelum tanggal 24 September 1960

tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk. 26/DDA/1970

tentang penegasan konversi dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah,

vang menyatakan bahwa :

“Penegasan konversi dan pendattaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah
yang dikenal dengan tanah hak adat yang mempunyai surat pajak hasil
bumi atau verponding Indonesia yang dikeluarkan sebelum tanggal 24
September 1960 dianggap sebagai tanda bukti hak yang dimaksud pasal 3
huruf a Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 tahun 1962, yang
menyatakan bahwa : Permohonan untuk penegasan mengenai hak-hak
yang tidak diuraikan didalam sesuatu surat hak tanah, diajukan kepada
Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan dengan disertai :
Tanda bukti haknya, yaitu bukti surat pajak hasil bumi/verponding
Indonesia atau bukti surat pemberian hak oleh instansi yang berwerang
(kalau ada disertakan surat ukurnya).”

Jika sesudah tanggal 24 September 1960 terjadi pemindahan hak, misalnya

jual beli, hibah, tukar menukar, maka selain petok atau surat pajak yang diatas,

wajib disertakan juga surat-surat asli jual beli, hibah atau tukar menukar yang sah

(dibuat dihadapan dan disaksikan oleh kepala desa/adat yang bersangkutan).
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Jadi petck atau surat pajak hasil bumi atau verpoonding Indonesia yang
dikeluarkan sesudah tanggal 24 September 1960 tidak dianggap sebagai bukti
pzmilikan hak, tetapi hanya sebagai tanda bukti pembayaran pajak atas tanahnya.
Hal tersebut diatas dapat kita lihat dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) Undang-
Undang Momor 12 tahun 1985 yaitu tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang
menyatakan bahwa :

“Tanda pembayaran/pelunasan, yang dalam masyarakat dikenal dengar
nama girik/ketitir/petok D bukan merupakan bukti pemilikan hak atas
tanah”.

Tanda pajak (petok pajak bumi, girik, ketitir, Ipeda, verponding Indonesia)
secara yuridis bukan alat bukti hak atas tanah, namun harus ditunjang oleh
keterangan tertulis dari lurah yang dikuatkan oleh camat scrta pengumumen
kepada masyarakat luas (Effendi Perangin, 1986 : 2).

Petuk pajak oleh pengadilan juga tidak diterima sebagai tanda bukti
pemilikan tanah yang dikenakan pajak, dinyatakan dalam Putusan Mahkamah
Agung tanggal 10 Februari 1960 nomor 34/K/Sip/1960, yang menycbutkan bahwa
surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak. bahwa sawah
sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bums
tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda stapakah yang harns
membayar pajak dari sawah yang bersangkutan. (Boedi Harsono, 1999 : 85)

Putusan  Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 11 Mei 1967 nomor
43/1966/Sip.Cms menyebutkan bahwa surat ketetapan pajak bukan merupakar
tanda bukti mutlak karena sering terjadi bahwa pada surat ketetapan pajak masih
letap tercantum nama pemilik tanah tang lama padahal tanahnya sudah menjadi
milik orang lain. (Chidir Ali, 1981 :518)

Putusan  Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 03 Juni 1972 nomor
178/1971/Perd/PTB menyebutkan bahwa surat-surat ketitir tidak merupakan bukti
yang menguatkan adanya hak milik tetapi hanya dinilai sebagai tanda pembayaran
pajak saja. (Chidir Ali, 1981 : 530)

Putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 29 Desember 1955 nomor

50/1955 menyebutkan bahwa petok atau daftar desa yang mengatakan nama
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seorang A selaku orang yang berhak, belum membuktikan hak orang itu, oleh

karena petok itu hanya dimaksudkan untuk mengetahui siapa harus membayar

pajak atas tanah itu. (Chidir Ali, 1981 : 315}

Putusan Mahkamah Agung No. 34 K/Sip./1960 tanggal 03 Februari 1960
menerangkan
a. Surat Petuk Pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah

sengketa adalah milik orang, yang namanya tercantum dalam petuk pajak
bumi tersebut.

b. Didalam suatu pembelian tanah dilakukan didepan pamong desa, si pembeli in
casu Jdianggap beritikad baik dan oleh karenanya patut diperlindungi,
meskipun tanahnya dalam petuk pajak bumi ditulis atas nama suami dari i
penjual. (Chidir Ali, 1981 :513)

Berdasarkan uraian diatas, maka petok yang dikeluarkan scbelum tanggal 24
September 1960 dianggap sebagai tanda bukti hak, sedangkan yang dikeluarkan
sesudah tanggal 24 September 1960 adalah hanya merupakan tanda bukti
pembayaran/pelunasan pajak atas tanahnya dan bukan merupakan bukti pemilikan
hak atas tanah. Jadi, petok yang dikeluarkan pada saat sekarang hanya menipakan
bukti administrasi di bidang perpajakan dan karenanya kurang tepat apabila petok
dijadikan dasar persyaratan yang menentukan dalam rangka penerbitan sertifikat
atas sebidang tanah.

Sedéngkan mengenai kekuatén pembuktiannya  menurut  Wirjono
Prodjodikoro (1992 : 113) bahwa hakim leluasa untuk dalam suatu perkara
tertentu menganggap tulisan itu merupakan bukti sempurna, jadi tidak perlu
ditambah dengan lain alat bukti, agar dapat membuktikan sesuatu hal itu tidak
sempurna, bahkan hakim dapat menyampingkan sama sekali tulisan itu sclaku alat
pemibuktian, artinya hakim leluasa untuk sama sekali tidak percaya pada
kebenaran isi tulisan-tulisan itu,

Jadi pada kasus ini, hakim mempunyai keleluasaan untuk memberikan
pentlaian terhadap alat-alat bukti ini, hakim tidak terikat untuk mempercayai alat

bukti ini. Hal ini dikarenakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak
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disebutkan secara tegas bagaimana kekuatan pembuktian tulisan-tulisan di bawah

tangan yang bukan akta. (Wirjono Prodjodikoro, 1992 : 113)

3.1.2  Alat Bukti Saksi

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangar
tentang peristiwa yang disengketakan, dengan jalan pemberitahuan secara lisan
dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil
di persidangan. (Sucikno Mertokusumo, 1993 :134)

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jember No. 100/PDT.G/1996 PN,
Jr. maka saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak adalah
A. Saksi- saks. dari pthak Penggugat (Toro alias P. Suyitno) antara lain :

1. Tiasih alias B. Siti.
2. Niah Gandrung al. B. Hanifa.
3. Imam Djoeremi.
B. Saksi-saksi dari pihak para Tergugat antara lain -
1. Buang Sofwan.
2. Mohamad Tohir.

Ini berarti, jumlah minimum dua orang saksi telah terpenuhi sebaginiana
yang disyaratkan oleh pasal 306 Rbg yang menyatakan “Keterangan seorang
saksi saja dengan tidak ada suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercayai didalam
hukum™ Dan juga sebagaimana yang dikemukakan oleh pendapat Sudikno
Mertokusumo diatas, dimana kesaksian diberikan kepada orang yang bukan salah
satu pihak dalam perkara, maka alat bukti saksi yang diajukan baik olch
Penggugat maupun para Tergugat telah terpenuhi dan hakim yang memeriksa
perkara ini dapat memakai keterangan saksi ini sebagai bukti di persidangan.

Ketentuan pasal 306 Rbg. Ini, sejalan dengan teori pembuktian negatif yany
dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo (1993 : 112), dimana menurut teori ini
harus ada ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif yaitu bahwa ketentuan
ini harus membatasi pada larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang
berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim di sini dilarang dengan

penigecualian.
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Wirjono Prodjodikoro (1992 : 116) mengemukakan bahwa untuk dapat
memakai keterangan saksi sebagai bukti, hakim harus percaya pada kebeuaran
keterangan saksi itu. Dan dalam hal ini jumlah dua orang merupakan minimum,
meskipun ada ba.yak orang saksi kals " mereka semua tidak dapat dipercaya olen
hakim, maka keterangan mereka itu tidak berguna sama sekali.

Putusan Mahkamah Agung No. 34 K/Sip./1960 tanggal 03 Februari 1960
menyatakan bahwa kesaksian-kesaksian yang berdasar atas pendengaran dari
orang lain (testimonium de auditu) tidak dapat dipergunakan sebagai bukti
langsung, tetapi dapat dipergunakan sebagai persangkaan-persangkaan darimana
disimpulkan terbuktinya suatu hal. (Chidir Ali, 1981 : 695)

Dihubungkan dengan kasus sengketa tanah ini, ternyata dari berbagai
keterangan para saksi-saksi, baik Penggugat maupun para Tergugat, penilaian
hakim majelis menganggap keterangan para saksi Tergugat vang lebih
menunjukkan kesesuaian/kecocokan satu sama lain, lebih-icbih dihubungkan
dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak para Tergugat. Hal ini dapat
diketahui dari pertimbangan hakim majelis yang memenangkan perkara para
Tergugat, yang menyatakan :

i hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi para Tergugat dan dari bukti
surat yang diberi tanda T-I sampai dengan T-XXVII serta dari keterangan kepala
desa dan sekretaris desa Puger Kulon sekarang, sedangkan para saksinva
Pengguga* tidak dapat menerangkan adanya jual beli dari Markoenah Dahoet
kepada Da’oe, hanya mendengar bahwa P. Koenawi Moecksin pernah menjual
kepada Da’oe, tetapi tidak mengetahui tanah yang sebenarnya”. (lampiran hal. 37)

Dengan demikian kekuatan pembuktian dari saksi yang diajukan oleh pihak

para tergugat tersebut adalah sempurna.

3.2 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara

Tugas hakim secara umum adalah untuk mengadili, dalam hal ini tidak adu
undang-undang yang mengaturnya. Mengadili dapat diartikan untuk
menyelesaikan atau memberikan jalan pemecahan bagaimana menurut hukumnya

tiap-tiap masalah yang diajukan untuk dimintakan pendapatnya, atau memutuskan
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apa yang berlaku berdasarkan ketentuan hukum yang ada, terhadap persoalan
yang bersangkutan. (Mohamad Isnaini, 1971 : 6)

Pendapat yang selama ini diikuti oleh dunia peradilan ialah pendapat yang
mengatakan bahwa tugas hakim adalah menemukan hukumnya (rechisvinding).
Paul Scholten mengatakan bahwa rechtsvinding adalah lebih daripada hanya
menempatkan tiap-tiap persoalan ke bawah ketentuan undang-undang yang
bersangkutan, juga lebih daripada hanya menerapkan ketentuan-ketentuan hukum:
vang ada terhadap kejadian yang telah dianggap pasti.

Dalam beberapa hal, hukum ditemukan tidak sebagai kesimpulan dari
ketentuan-ketentuan hukum yang ~da atau yang dikonstruksikan hakini,
melainkan baru ditimbulkan dengan keputusan hakim itulah. Dengan kata lain
keputusan hakim mempunyai arti tersendiri, memegang peranan tersendiri. Jadi
Jelaslah, bahwa hukum tidak hanya dari sekumpulan ketentuan-ketentuan saju,
keputusan hakum pun merupakan bagian tersendiri tetapi tidak terpisahkan dari
apa yang dinamakan hukum. Ia menjauhi pemakaian istilah pembentukan hukurm
(rechtsvorming) ataupun penciptaan hukum (rechts-schepping) dalam melukiskan
tugas-tugas hakim, sebab keputusan hakim tidaklah membentuk atau menciptakan
hukum. Hukumnya sebenarnya sudah ada, tetapi harus dicari dan ditemukan, dan
dalam apa yang di.emukan itulah terletaksesuatu yang baru. (Mohamad Isnaini.
1971 : 6)

Dalam menjalankan tugasnya, hakim dianggap menguasai hukum positif
vaitu hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Mudah untuk dibayangkan,
betapa sulitnya menguasai hukum positif, jika mengingat bahwa hukum in
bukanlah hanya yang dapat ditemui di dalam kitab undang-undang saja.
inelainkan terdiri pula dari kebiasaan dan adat, yang sumbernya berada di dalan
kehidupan masyarakat sendiri. Dengan demikian, untuk menemukan ketentuan
hukum yang tepat untuk tiap persoalan menjadi tidak semudah seperti kita sangka
semula. Apalagi jka diingat, bahwa ketentuan-ketentuan undang-undang sendiri
kadang-kadang tidak jelas, saling bertentangan satu sama lain atau karena dapat
diartikan berbcda-beda. Belum lagi kenyataan-kenyataan, bahwa tidak semua

kejadian mudah diatur di dalam undang-undang. Namun betapapun sulitnya,
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hakim tetap berkewajiban menemukan ketentuan hukum yang tepat bagi tiap-tiap
persoalan yang dihadapi.

Ketentuan pasal 22 AB. mengandung pengertian bahwa seorang hakim
mempunyai hak untuk menemukan dan atau menciptakan nilai-nilai hukum dalam
menyelesaikan suatu perkara. Dengan demikian, apabila undang-undang ataupun
kebiasaan tidak memberi peraturan yang dapat dipakainya untuk menyelesaikan
perkara itu, maka hakim haruslah menemukan dan atau menciptakan nilai-nilai
hukum sendiri. Keputusan hakim yang berisikan suatu peraturan sendir:
berdasarkan wewenang yang diberikan pasal 22 A.B. menjadilah dasar keputusan
hakim lairnya untuk mengadili perkara serupa dan keputusan hakim tersebut laly
menjadi sumber hukum bagi pengadilan. Dan keputusan hakim yang demikian
disebut Yourisprudensi. (C.S.T. Kansil, 1982 : 47)

Dan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat kita bayanglan
bagaimana pentingnya peranan seorang hakim, begitu pula peranan aparat
penegak hukum "ainnya. Dalam menangani suatu masalah, para penegak hukum
tersebut dituntut untuk dapat berlaku seadil mungkin dan tidak meninggalkan
aturan-aturan yang ada. Penegak hukum, baik itu hakim atau yang lainnya, harus
kembali kepada hukum yang ditegakkan.

Karena itulah maka seringkali terjadi ada putusan mencolok bak bumi dan
langit antara pengadilan tingkat pertama dengan banding atau kasasi. Dalam hal
ini, menurat Bismar Siregar ada banyak faktor yang mempengaruhi, misalnya
latar belakang hakim itu sendiri. Seorang hakim yang tidak mampu merasakan
derita orang lain, perasaannya dapat dikatakan mandul atau tumpul. Dia akan
membaca peraturan sebagai kumpulan hurof-huruf saja. Seyogyanya hakim
seperti ini tidak usah menjadi hakim. (K. Lukie Nugroho, 1990 - 15)

Oleh karena itulah mestinya ketika sampai tingkat kasasi pertimbangannya
Jangan cuma seal salah betulnya penerapan hukum formalnya. Tapi lebih jauh dari
itu, perlu adanya pertimbangan rasa keadilan sebagai dasar memutuskan perkara
itu. Seorang hakim hendaknya tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak lain.
Selama dia yakin bahwa putusannya arif dan bijaksana, itulah yano harus dia

putuskan.
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Keadilan sebagai inti dari hukum, tetap menjadi pusat perhatian kita semua,
karena keadilan itu sendiri memang berkembang sesuai dengan tingkat
perkembangan pemikiran suatu masyarakat. Ukuran keadilan pada tingkat
sckarang ini, rupa-rupanya menggelitik dan menyentuh hampir seluruh lapisan
masyarakat Indonesia yang tengah bersiap memasuki tahap tinggal landas.

Karena persepsi tentang keadilan itu sifatnya relatif dan dinamis maka perlu
adanya konsep tentang keadilan yang dapat dijadikan arahan bagi semua pihak
yang terkait, terutama arahan bagi aparatur negara penegak hukum dalam
menegakkan hukum.

Menurut Ismail Saleh, bahwa ukuran keadilan yang harus dijadikan patokan
bukanlah sekedar rasa keadilan sejumput rakyat setempat saja, melainkan keadilun
yang dapat diterima seluruh Indonesia. (Panda Nababan dan R M. Suripto, 1988 .
10)

Sudah tentu dalam mewujudkan gagasan keadilan dalam penegakan hukum
fersebut, sifatnya harus konsisten dengan melihat kondisi masyarakat dan situasi
yang  sedang  berkembang,  serta lCtap  mempertahankan  asas  kesclarasan.
hescimbangan dan kescrasian,

Untuk  mengetahui dan  untuk  memahami Jalan pikiran  hakim  dan
pertimbangan apa yang digunakan dalam menjatuhkan putusan, dapat dilihat dar:
rumusan sesuatu “putusan’”.

Mengenai ini, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan antara lain :

o . sudai selayakya bagian pertimbangan ini disusun oleh hakim serapi-
rapinya, oleh karena putusan hakim selain daripada mengenai pelaksanaan suatn
peraturan hukum pidana, mengenai juga hak-hak asasi dari seorang terdakwa
sebagai warga negara atau penduduk dalam negara, hak-hak mana pada umumnya
harus diperlindungi oleh Badan-Badan Pemerintah ... > (Leden Marpaung,
1992 - 423)

Dalam pasal 184 H.LR. (195 Rbg) mengatur tentang hal yang perlu
dipertimbangkan oleh hakim didalam mengambil atau menjatuhkan putusannya
adalah pertimbangan hukumnya. Selain itu pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang
No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

menyatakan :
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“Segala putusan pengadilan sclain harus memuat alasan-alasan dan dasur-
das~r putusan itu, Juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari
peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang
dijadikan dasar untuk mengadili.”

Berdasarkan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 ters=but.
maka pertimbangan adalah penting sekali dan mcrupakan suatu keharusan
Dengan adanya kata “harus” itu sehingga semua putusan pengadilan/hakim harus
memuat alasan-alasan atau argumentasi yang sesuai dengan uraian diatas, bahwa
dalam menjatuhkan putusan seorang hakim dituntut untuk menpunyai dasar-dasar
pertimbangan yang jelas dan benar. Demikian halnya dengan apa vang terjadi
pada putusan perkara perdata Putusan Nomor 100/Pdt.G/1996/PN. Jr., dimana
hakim  sebelum  memberikan putusannya, terlebih  dahulu  telah
mempertimbangkan atau memberikan alasan-alasan mengapa 1a memberikan
putusan tersebut.

Dalam praktek masih terdapat satu macam alat bukti yang sering
dipergunakan scbagai pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara, 1alali
“pengetahuan hakim™. Dimaksud dengan “pengetahuan hakim™ adalah hal atau
keadaan yang diketahuinya sendiri oleh hakim dalam sidang, misalnya hakim
melihat sendiri pada waktu melakukan pemeriksaan setempat bahwa benar ada
barang-barang Penggugat yang dirusak oleh para Tergugat dan sampai seberapa
Jauh kerusakannya itu.

Pertha! pengetahuan hakim tersebut di atas, Mahkamah Agung dengan
keputusannya tertanggal 10 April 1957 No. 213/K/Sip/1955 telah member
pendapatnya sebagai berikut : “Hakim-hakim berdasarkan pasal 38 ayat |
bersambung dengan pasal 164 Herziene Indonesisch Reglement tidak ada
keharusan mendengar penerangan seorang ahli, sedang penglihatan Hakim pada
suatu tanda tangan di dalam sidang boleh dipakai Hakim itu sebagai pengetahuan
sendirt di dalam usaha pembuktian™ (termuat dalam Hukum, Majalah Pahi 1958
No. -2, haiaman 63-64).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan
putusan, seorang hakim dituntut untuk mempunyai dasar-dasar pertimbarigan

vang jelas dan benar. Kembali pada perkara perdata Putusan Nomor
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100/Pdt. G/1996/PN. Jr., maka dasar-dasar pertimbangan hukum yang digunakan

oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut adalah sebagai berikut :

I

bahwa dari surat vang diajukan oleh para Tergugat yang diberi tanda T-I
sampai dengan T-XXVII yang menandakan kalau selama ini tanah sengketa
tersebut tercatat atas nama Kasmoenar P. Soemijati yaitu suami Tergugat 1,
dan ayah/orang tua dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VI dan para
Tergugat yang selama ini yang membayar pajak atas tanah sengketa.

Bahwa selama tanah yang dipersoalkan sekarang ini khususnya tanah vany
diterbitkan/dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Jember, tentunya dalam menerbitkannya telah melalui prosedurnya antara lain
dengan melalui pengumuman 2 (dua) kali dalam dua bulan berturut-turut
dalam papan pengumuman yang dapat diketahui oleh masyarakat umum,
termasuk Penggugat, tetapi ternyata tidak ada keberatan dari siapapun.

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat baik terhadap obyek sengketa maupun
dalam buku desa letter C dan buku kerawangan tidak pernah diketemukan
kalau tanah sengketa yang menjadi hak dari Kasmoenar P. Soemijati tidak
pernah dicatat atas nama Da’oe. disana hanya diketemukan asal usul dari
tanah adalah atas nama Markoenah Dahoet dengan petok 665 persil D.II;
seluas 0,275 da berubah/mutasi ke petok 662 atas nama P. Moeksin Koenawi
seluas 0,160 dan ke petok 1552 atas nama Kasmoenar P. Soemijati seluas
0,115 da |

Bahwa dari penjelasan Kepala Desa Puger Kulon pada saat dilakukan
pemeriksaan setempat atas buku Desa dan buku kerawangan pengganti.
mengatakan bahwa orang yang membeli tanah sengketa dan yang tercatat
adalah Kasmocnar al. P. Soemijati.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pertimbangzn

hakim dalam memutus sengketa tanah tersebut sudah sesuai dengan fakta yuridis

vang ada baik di persidarigan maupun pada saat dilakukan pemeriksaan setempai.

Hal ini dapat dilihat dari pernyataan hakim majelis yang menerangkan

= o o Hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi tergugat dan dari bukti
surat yang diberi tanda T-I sampai dengan T-XXVII serta dari keterangan kepala
desa dan sekretaris desa Puger Kulon sekarang, sedangkan para saksinya
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penggugat tidak dapat menerangkan adanya jual beli dari Markoenah Dahoet
kepada Da’oe, hanya mendengar bahwa P. Koenawi Moeksin pernah menjual
kepada Da’oe, tetapi tidak mengetahui tanah yang sebenarnya”. (lampiran hal. 37)

3.3 Penguasaan Tanah Secara Melawan Hukum

Dikaitkan dengan penguasaan tanah secara melawan hukum, maka penulis
akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian perbuatan melawan hukum.
Sebab, di Indonesia masih terdapat perbedaan dalam menerjemahkan  kata
“onrechimatigedaad”, yaitu dengan perbuatan melanggar hukum dan perbuatan
melawan hukum.

Dalam hal ini, penulis lebih cenderung untuk menggunckan istilzh
perbuatan melawan hukum. Sebab, kedua istilah tersebut mempunyai arti yang
sama dah sampai sekarang belum ada yang menggugat seseorang dengan
menggunakan istilah melanggar hukum dan seseorang lain dengan melavan
hukum. (Moegni Djojdirdjo, 1979 : 13)

Karena pembuat undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan lebih
lanjut mengenai “tindakan melawan hukum”, maka timbullah penafsiran oleh para
sarjuna dan pihak pengadilan. Pada mulanya sesuai dengan pengaruh kodi fikasi,
orang menafsirkan tindakan melawan hukum secara sempit.

Menurut J. Satrio, S.H., yang dimaksud dengan penafsiran sempit acalah
bahwa kita baru mengatakan ada onrechmatigedaad, kalau:

- ada pelanggaran terhadap hak stbyektif sescorang;
- tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Sedangkan yang dimaksud dengan hak subyektif adalah hak subyektif
sescorang yang ciberikan oleh undang-undang, dengan mengecualikan semue
orang lain. Jadi untuk menggugat berdasarkan tindakan melawan hukum orang
harus dapat menunjukkan ketentuan undang-undang yang menjadi dasar
gugatannya.

Sebelum tahun 1919 Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad) merumuskan
perbuatan melawan hukum itu sebagai suatu perbuatan yang melanggar hak orang

lain atau jika orang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri
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Dengan demikian, melanggar hukum sama dengan melanggar undang-undung
(onwetmatig).

Begitu pula halnya dengan pasal 1365 KUHPerdata dan pasal 1401 BW
Belanda perihal onrechmatigedaad diartikan secara sempit yaitu menggunakan
perkataan onrechmatige  sebagai hanya mengenai perbuatan yang langsung
melanggar suatu perbuatan hukum.

Namun sejak tahun 1919, dengan Arrest HR tanggal 31 Januari 1919
perbuatan melawan hukum diartikan secara luas. Perbuatan melawan hukum
dalam arti yang luas yaitu setiap perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang
lain ataupun berbuat (atau tidak berbuat) bertentangan dengan kewajiban hukun
si pelaku ataupun berientangan dengan tatasusila atau bertentangan dengan
kepatutan, ketclitian dan sikap hati-hati, yang seharusnya dimiliki seseorang
dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda
orang lain. (Setiawan, 1992 : 249)

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 4 (empat) kriteria dalam
perbuatan melawan hukum, yaitu :

I bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku:

2. melanggar hak subyektif orang lain;

(5%

melanggar kaidah tatasusila;

4. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikup hati-hati yang
scharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga
masyaiakat atau terhadap harta benda orang lain. (Setiawan, 1992 - 249)

Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan kata-kata “ataukah”
“atau”. Dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidal:
disyaratkan adanya keempat kriteria itu secara kumulatif, Dengan dipenuhinya
salah satu kriteria itu secara alternatif, telah terpenuhi pula syarat untuk perbuatan

melawan hukum. (Setiawan, 1992 : 251)
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ad. 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan
itu bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang dimaksudkan setiaap
ketentuan umum yang bersifat mengikat, yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang
berwenang (undang-undang dalam artian materiil).

Menurut  Yurisprudensi  di negeri  Belanda, suatu perbuatan yang
bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku harus memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut :

a. Kepentingan Penggugat terkena atau terancam oleh pelanggaran (hukum) itu;

b. Kepentingan Penggugat dilindungi oleh kaidah yang dilanggar;

¢. Kepentingan itu termasuk dalam ruang lingkup kepentingan yang
dimaksudkan untuk dilindungi oleh ketentuan pasal 1401 BW (pasal 1365
KUHPerdata);

d. Pelanggaran kaidah itu bertentangan dengan kepatutan terhadap Penggugat,
satu dan lain hal dengan memperhatikan sikap dan kelakuan si Penggugat itu
sendiri;

¢. Tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum. (Setiawan, 1992 : 253)

ad. 2. Melanggar hak subyektif orang lain.

Mensiteer pendapat Meijers, Rutten yang mengatakan bahwa hak subyektif
adalah suatu kewenangan khusus seseorang  yang diakui  oleh  hukum:
kwewnangan itu diberikan kepadanya untuk mempertahankan kepentingannya.
(Setiawan, 1992 : 260)

Sedangkan menurut Yurisprudensi di negeri Belanda, hak-hak yang diakui
sebagai hak subyektif adalah :

a. hak-hak kebendaan serta hak-hak absolut lainnya (eigendom, erfpacht, hak
oktrooi dan sebagainya);

b. hak-hak pribadi (hak atas integritas pribadi dan integritas badaniah,
kehormatan serta nama baik, dan sebagainya);

¢. hak-hak khusus, seperti hak penghunian yang dimiliki seorang penyewa).

(Setiawan, 1992 - 262)
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ad. 3. Melanggar kaidah tata susila.

Dengan kaidah tatasusila dimaksudkan kaidah-kaidah moral, sejauh hal ini
diterima oleh masyarakat sebagai kaidah hukum tidak tertulis. (Setiawan,
1992 : 265)

ad. 4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang
seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga
masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati mewajibkan setiap orang dalam
memenuhi kepentingannya memperh:tikan kepentingan orang lain. Pemenuhan
kepentingan seseorang haruslah dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak
berbahaya bagi kepentingan warga masyarakat yang lain. Dalam melaksanakan
kepentingan tadi, seseorang haruslah memperhatikan norma-norma kepatutan.
hetelitian serta sikap hati-hati; sehingga tindakannya tidak boleh membahayakan
atau merugikan orang lain. Dalam hal ia bertindak tanpa memperhatikan norma-
norma tersebut dan tindakannya itu tadi menimbulkan kerugian bagi orang lain,

maka dapatlah dikatakan bahwa orang itu melakukan perbuatan melawan hukum.

Wirjono Prdjo-ikoro (1967 : 12 — 13) menyatakan : “... perbuatan melawan
hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca
keseimbangan masyarakat. Kegoncangan ini tidak hanya terdapat, apabila
peraturan-peraturan - hukum  dalam  suatu  masyarakat dilanggar (langsung).
melainkan juga, apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan
santun dalam masyarakat dilanggar (langsung)”.

Sedangkan dalam pasal 1365 KUHPerdata, dapat diketahui bahwa unsur
yang terkandung pada “perbuatan melawan hukum” adalah unsur kesalahan.
Ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdata tersebut tidak memberikan ukuran
tentang perbuatan yang melawan hukum. Namun sejak putusan Hoge Raad, pada
umumnya dikenal 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum. Keempat kriteria
tersebut dipergunakan untuk menilai sifat melanggar hukumnya suatu perbuatan.
Sedangkan ukuran tentang kesalahan dipergunakan untuk menilai ada atau

tidaknya kesalahan pada diri si pelaku. Pada umumnya unsur kesalahan mengikuti
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sifet melanggar hukumnya suatu perbuatan, tetapi dalam praktek tidak selalu
demikian halnya. Tidaklah mudah untuk menentukan apakah pada diri si pelaku
terdapat unsur kesalahan dan karenanya dapat dipersalahkan. ataukah tidul.
(Setiawan. 1992 : 272)

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa unsur-
unsur yang terkandung pada “perbuatan melawan hukum™, antara lain -
1. Perbuatan itu harus melawan hukum.

Tafsiran perbuatan melawan hukum secara luas berarti suatu perbuatan yang
bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya.
bertentangan dengan kesusilaan, baik, dan bertentangan dengan keharusan yang

harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat.

2. Perbuatan itu menimbhulkan kerugian.

Kerugian akibat perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil
dan immateriil. Menurut yurisprudensi, ketentuan-ketentuan tentang ganti rug:
dan wanpresetasi vang diatur dalam pasal 1243 s/d pasal 1248 KUHPerdata dapat
diterapkan secara analogis dalam perbuatan melawan hukum. Kerugian itu dapat
berupa biaya, kerugian yang sungguh-sungguh diderita dan keuntungan yang
diharapkan. (Abdulkadir Muhammad, 1990 : 147)

3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan.

Tanva adanya kesalahan, maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan
perbuatan melawan Lukum. Kesalahan itu, meliputi kesalahan karena kesengajaan
maupun karena kelalaian tetapi keduanya mempunyai akibat yang sama vyaitu

mengganti kerugiar.

4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul terdapat hubungan kausal.
Dalam perbuatan melawan hukum, kerugian yang ditimbulkan dengan

perbuatan harus ada hubungan kausal, sehingga sekalipun terdapat kerugian tetapi

tidak berasal dari perbuatan yang dilakukan, maka tidak dapat dituntut ganii

kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum.
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Untuk mengetahui adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian
dapat menggunakan {eori-teori, yaitu :
a. Teori conditio sine qua non dari Von Buri
Menurut teori ini dikatakan sesuatu adalah sebab dari suatu akibat.
Akibat tidak ada jika sebabnya tidak ada. Dalam teori ini mengenal banyak
sebab.
b. Teori adeguate veroorzaking dari Von Kries
Menurut teori ini yang dikatakan sebab adalah perbuatan yang seimbang
dengan akibatnya. Adapun dasar dari perbuatan yang seimbang adalah
perhitungan yang layai. Maka yang menjadi sebab adalah perbuatan
sebagaimana diperoleh dari pengalaman, yang menurut perhitungan vang

layak dapat menimbulkan akibat. (Moegni Djojodirdio, 1979 : 89)

Kembali pada kasus perdata No. 100/PDT.G/1996/PN. Jr., maka
pertimbangan hakim dalam memutus sengketa tanah tersebut memang sudah
sesuai dengan fakta yuridis yang ada. Hal ini didasarkan pada pernyataan hakim
yang menerangkan bahwa Hal in1 sesuai dengan keterangan saksi-saksi tergugat
dan dan bukti surat yang diberi tanda T-I sampai dengan T-XXVII serta dan
keterangan kep~la desa Jan sekretaris desa Puger Kulon sekarang, sedangkan para
saksinya penggugat tidak dapat menerangkan adanya jual beli dari Markoenah
Dahoet kepada Da’oe, hanya mendengar bahwa P. Koenawi Moeksin pernah
menjual kepada Da’oe, tetapi tidak mengetahui tanah yang sebenarnya”. (lampiran
hal. 37)

Namun menurut hemat penulis, masih terdapat kejanggalan pada kasus
tersebut. Hal ini bisa dilihat dari bukti P-I yang berupa surat perjanjian jual beli.
Pada bukti P-I terdapat tanda tangan kepala desa yang menunjukkan bahwa
perjanjian jual beli tersebut adalah sah. Hal imi bida dilihat dari Putusan
Pengadilan Negeri Klaten NO. 148/°954 Pdt. tanggal 05 Januari 1955 (merupakan
yurisprudensi) yang menyatakan bahwa suatu jual beli di lingkungan Hukum Adat
dianggap sah, apabila dilakukan di muka kepala desa yang bersangkutan dengan
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tidak perlu menghiraukan hal-hal lain yang mungkin meragu-ragukan sahnya jual
beli itu. (Chidir Ali, 1979 : 240)

Disarping itu, pada bukti P-I tersebut juga dicantumkan tanggal pembuatan
surat perjanjian jual beli adalah tanggal 21 Oktober 1959. Sedangkan alat bukti
yang diajukan oleh pihak para Tergugat, mulai bukti T-I s/d T-XXVII, tahun yang
tercantum dalam bukti tersebut semuanya di atas tahun 1980. Berdasarkan tangga
pembuatan yang tercantum dalam alat bukti yang diajukan oleh para pihal:
tersebut dapat diketahui sejarah / asal usul diperolehnya tanah sengketa tersebut

Kejanggalan lain juga terdapat pada isi putusan tersebut yang
mencantumkan Kata “buku Caraka/pengganti kerawangan™ (lampiran hal. 25, 32,
34). Semestinya kalau ada buku kerawangan pengganti tentunya ada buku
kerawangan yang lama (asli). Apalagi dalam buku caraka/pengganti kerawangan
tidak dicantumkan sebab dan tanggal perubahannya. Hal ini menurut hemat
penulis sangatlah penting untuk dijadikan pertimbangan oleh hakim majelis dalam
melakukan pemeriksaan setempat.

Berdasarkan kejauggalan-kejanggalan diatas, maka penuiis berusaha untul:
mengumpulkan alat bukti baru guna mencari dan menemukan kebenaran yang
sesungguhnya terjadi dalam kasus sengketa tanah tersebut. Bukti-bukti yang telak,
penulis kumpulkan tersebut, antara lain :

I. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia nomor buku pendaftaran
hurul‘”(‘. 1552 atas nama Da’oe. (B-f)

2. Surat keterangan obyek PBB Nomor S.063/TPJ.09/KB.1306/1992 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember
tanggak 19 Februari 1992, (B-II)

(%)

Foto copy keterangan objek pajak atas nama Da’oe. (B-Iil)
4. Surat keteranan warisan. (B-1V)

Bukti-bukti tersebut tidak diajukan oleh pihak Penggugat ke Pengadilan
Negeri Jember dikarenakan masih rendahnya pengetahuan Penggugat tentang
masalah hukum sehingga tidak memahami sama sekali proses sidang di

pengadilan. Apalagi kebanyakan masyarakat nelayan pendidikannya hanya


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

il
P‘_

sampai tingkat Sekolah Dasar dan Jarang sekali yang sampai tingkat perguruan
tinggi.

Pada bukti pertama (B-I), terdapat keterangan yang menyebutkan bahwa
tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia (petikan dari ouku pendafiaran
huruf C) diberikan kepada : Da’oe, No. buku pendaftaran huruf B : 0,115 ha,
sebab dan tanggal perubahan : 13 Juli 1960, beli dari no. 662

Berdasarkan keterangan tersebut, jika dihubungkan dengan bukti yang
kedua (B-II) maka tanah dengan no. 662 (nomor Kohir C) adalah tercatat atas
nama P. Moeksin Kohnawi. Hal ini sesuai dengan keterangan yang terdapat dalam
bukti P-I yang menyebutkan bahwe tanah Persil No. 57 kelas D1 Tuas 0,257 Ha
atas nama P. Koenawi (NO. Kohir (C) : 662) telah dijual kepada orang yang
bernama P. Da’oe.

Bukti pertama (B-I) yang berupa tanda pendaftaran sementara tanah milit
Indonesia tersebut kalau penulis hubungkan dengan pasal 17 PP no. 10/1961 vang
menyebutkan bahwa sertifikat sementara mempunyai fungsi scbagai sertifikat,
artinya merupakan surat taﬁda bukti hak. Tetapi karena tidak ada surat ukurnya,
dengan sendirinya sertifikat sementara tidak membuktikan sesuatu mengenai luas
dan batas-batas tanahnya tetapi hanya merupakan alat pembuktian yang kuvat
mengenai macam haknya dan siapa yang mempunyainya. (Effendi Perangin, 1994
= 0)

Selain itu, pada bukti kedua tersebut juga terdapat keterangan bahwa dalam
pembukuan (Buku C) desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kotatif/Kabupaten Dati
[T Jember tercatat bahwa tanah persil No. 57 kelas D.III seluas 0,257 HA berasal
dari warisan P. Marhamad Dahoet (no. 662) dan dijual/ beralih kepada -

I Da’u (no. petok 1552) seluas 0,115 Ha, tanggal 13 Juli 1960.

2. P. Djoemaidah (no. petok 2211) seluas 0,037 Ha, tanggal 24 Maret 1978,

()

Halimah P. Gatot (no. Petok 2516) seluas 0,013 Ha, tanggal 10 Maret 1981,
4. Kamah (no. petok 2659) seluas 0,085 Ha. tanggal 20 Juni 1984,
Nanik Mudjinah (no. petok 2732) seluas 0,025 Ha, tanggal 28 Mei 1985,

A

Keterangan tersebut jika penulis cocokkan dengan hasil pemeriksaar.

setempat yang dilakukan oleh hakim mzjelis terhadap buku desa letter C dan buku
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Caraka (pengganti buku kerawangan) ternyata ditemukan bahwa petok no. 665
atas nama Markonah Mahoed dicoret dan beralih ke no. 662 serta ke no. 1552
Sedangkan no. 1552 tersebut tercatat atas nama Kasmoenar P. Soemijati persii
No. 57 D.II seluas 0,115. Padahal dalam bukti ketiga (B-IIT) yang berupa daftar
obyek pajak yang penulis peroleh dari Imam Djoeremi (mantan kepala desa Puger
Kulon periode tahun 1967 s/d 1983), menyebutkan bahwa no. 1552 tersebut
tercatat atas nama Da’oe persil no. 57 kelas D.111 dengan luas tanah 0,115 Ha.

Dari data tersebut terlihat bahwa antara keterangan yang terdapat dalam
buku Caraka/pengganti buku kerawangan dengan buku kerawangan yang lama
(asli) terdapat ketidakcocokkan. Namun penulis lebih cenderung untuk
membenarkan keterangan yang ada dalam buku kerawangan yang lama (asli) yang
terdapat nama Da’oe sebagai wajib pajak. Jadi keterangan yang terdapat dalam
buku Caraka/Pengganti buku kerawangan yang diperlihatkan kepada hakim
majelis pada saat melakukan pemeriksaan setempat, menurut hemat penulis
kebenaranaya masih diragukan.

Sedangkan pada bukti yang keempat (B-1V), menerangkan bahwa Toro .
Suyitno adelah satu-satunya ahli waris dari mendiang P. Da’oe. Surat keterangan
ahli waris tersebut diketahui dan ditandatangani oleh kepala desa Puger Kulon
(Marsono), kepala dusun Mandaran (Kuwan), dan dikuatkan oleh Camat Puger
(Drs. H. Gatot B. Santoso). Keterangan tersebut ternyata juga dikuatkan oleh
putusan Péngadilan Negeri Jember Nomor : 100/PDT.G/1996.PN Jr. yang salah
satu isi putusannya menyebutkan bahwa Penggugat (Toro alias Pak Suyitno)
adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhum Da’oc dan almarhum
Sama’i. (Lampiran hal. 41)

Berdasarkan uraian diatas, maka menurut hemat penulis bahwa tanuh
dengan Persil No. 57 kelas DU luas 0,115 Ha adalah merupakan hak milik dar
Penggugat (Toro P. Suyiino) dan penguasaan atas tanah sengketa yang dilakukan
oleh pihak para Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan

hukum.
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Perbnatan para Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan
hukum karena telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam “perbuatan
melawan hukum™ (pasal 1365 KUHPerdata), yaitu :

1. Perbuatan itu harus melawan hukum.

2. Perbuatan itu mienimbuikan kerugian.

3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan.

4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul terdapat huburgan kausal.

(Abdulkadit Muhar.umad, 1990 : 142)

ad.1. Perbuatan itu harus melawan hukum
Melihat rumusan perbuatan melawan hukum secara luas yaitu sejak Arrcst
Lindenbaum-Cohen tahun 1919, suatu perbuatan barulah merupakan perbuatan
melawan hukum kalau :
a. bertentangan dengan hak orang lain, atau
b. bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau
¢. bertentangan dengan kesusilaan baik, atau
d. bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan
masyarakat mengenai orang lain atau benda. (Moegni Djojodirdjo. 1979 : 35)

Hoge Raad dalam putusannya tersebut mempergunakan kata-kata
“ataukah™ ... “atau”. Dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan
hukum tldam disyaratkan adanya keempat kriteria itu secara kumulatif. Dengan
dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif, telah terpenuhi pula syarat
untuk perbuatan melawan hukum. (Setiawan, 1992 : 251)

Apabila dihubungkan dengan pendapat Moegni Djojodirdjo serta Setiawan
tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat dalam menguasa;
tanah sengketa (Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 100/PDT.G/1996/PN. Jr.)
telah memenuhi syarat perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak
orang lain. Sebab dari alat bukti yang telah diuraikan diatas, menurut hemat
penulis bahwa tanah dengan no. petok 1552 persil No. 57 D.III seluas 0,115 Ha

adalah merupakan hak milik dari Penggugat.
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ad. 2. Perbuatan itu menimbulkan kerugian

Menurut .\bdulkadir Muhammad, kerugian yang ditimbulkan olch
perbuatan melawan hukum dapar bersifat kerugian materiil dan kerugian
immateriil (1990 : 146). Pendapat yang sama diberikan olch Moegni Djojodirjo,
vang menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya
mengakibatkan kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian moril
atau 1diil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup
(1979 : 76).

Dalam pasal 1243 s/d 1248 KUHPerdata diatur secara terperinci tentang
ganti kerugian akibat wanprestasi. Kerugian akibat wanprestasi itu meliputi tiga
ursur, yaitu : biaya, kerugian yang nyata-nyata diderita, dan keuntungan yang
diharapkan. Begitu pula kerugian dalam perbuatan melawan hukum meliputi
ketiga unsur tersebut. (Abdulkadir Muhammad, 1990 - 147).

Berdasar':an fakta yang telah diuraikan didepan, dapat diketahui bahwa
dengan terjadinya penguasaan atas tanah sengketa oleh para Tergugat (Putusan
Pengadilan Negeri Jember No. 100/PDT.G/1996/PN. Jr.) sejak tahun 1969 samapi
dengan tahun 2003 (selama 34 tahun) maka Penggugat telah menderiia kerugian.
Kerugian ‘ersebut meliputi 3 (tiga) unsur, yaitu :

a. Kerugian yang berupa biaya pembelian tanah (tahun 1959) sebesar :
Rp. 1.590,00 (per meter) x 1150 m* = Rp. 1.725.000,00

b. Kcrugfan yang secara nyata diderita. penggugat :
Apabila harga tanah pada tahun 2003 adalah Rp. 25.000 per meter (untuk
daerah Puger) maka kerugian yang nyata diderita oleh pengougat sebesar Rp.
25.000 (per meter) x 1150 m® = Rp. 28.750.000,00

¢. Kerugian yang berupa keuntungan yang diharapkan dari hasil penjualan tanah
maupun penyewaan tanah sebesar :
Jika pada tahur 1959 harga tanah sebesar Rp. 1.725.000,00 sedangkan padu
tahun 2003 harga tanah bisa mencapai Rp. 28.750.000,00 maka keuntungan
yang seharusnya didapat oleh pihak Penggugat adalah sebesar Rp.
27.025.900,00.
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Apabila tanah tersebut disewakan dengan harga sewa sebesar -
Rp. 1.000.000,00 per tahun maka keuntungan yang bisa diperoleh Penggugat
adalah : 34 tahun x Rp. 1.000.000.00 = Rp. 34.000.000.00.
Dengan demikian unsur perbuatan yang harus menimbulkan kerugian dari

perbuatan melawan hukum telah terpenuhi.

ad. 3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan/kelalaian

Menurut Abdulkadir Muhammad, kesalahan dalam pasal 1365 KUHPerdata
itu mengandung semua gradasi, dari semua kesalahan dalam arti “sengaja” sampai
pada “kesalahan”dalam arti seringan-ringannya.
Menurut Hukum Perdata, seorang dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat
disesalkan bahwa ia telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang
seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan atau tidak
dilakukan itu tidak terlepas dari dapat tidaknya hak itu dikira-kirakan yang harus
diukur secara objektif maupun secara subjektif. Selain itu orang yang berbuat
harus dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dikira-kirakan itu dapat diukur secara
objektif artinya manusia normal dapat mengira-ngirakan dalam keadaan tertenty
scharusnya perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan. Disamping itu, dapat
dikira-kirakan harus diukw secara subjektif, artinya apa yang justru orang itu
dalam kedudukannya daat mengira-ngirakan bahwa perbuatan ity seharusnya
dilakukan atau tidak dilakukan. (Abdu]kadir Muhammad, 1990 : 151)

Berdasarkan fakta yang telah penulis uraikan didepan, pihak para Tergugat
telah bersalah karena terhadapnya dapat disesalkan bahwa pihak para Tergugat
telah melakukan suatu perbuatan yang harus dihindarkan, yaitu menguasai tanah
vang bukan menjadi hak milik dari pihak para Tergugat. Dengan demikian, unsur

perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan telah terpenuhi.
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ad. 4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul terdapat hubungan
kausal.

Hubungan kausal ini dapat disimpulkan dari kalimat dalam pasal 1365

KUHPerdata “perbuatan yang karena salahnya menimbulkan kerugian”. Jadi
kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan orang itu. Jika tidak ada
perbuatan, maka tidak ada akibat (kerugian).
Untuk mengetahui apakah suatu perbutan adalah sebab dari kerugian dapat dilihat
melalui teori “adequate veroorzaking” dari Von kries. Menurut teori ini yang
dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia
yang yang normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, daizm hal ini
adalah kerugian. Jadi dapat disimpulkan, bahwa antara perbuatan dan kerugian
yang timbul terhadap hubungan langsung. (Moegni Djojodirdjo, 1979 : 85)

Fakta yang diuraikan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa perbuatan
pihak para Tergugat yang karena kesalahannya telah menguasai tanah yang bukan
menjadi hak milik dan pihak para Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi
pihak Penggugat. Akibat perbuatan pihak para Tergugat tersebut, Penggugat tidak
bisa menempati atau memanfaatkan tanah yang menjadi hak miliknya. Dengan
demikian unsur keempat dari perbuatan melawan hukum telah terpenuhi.

Berdasarkan uraisn diatas, maka perbuatan pihak para Tergugat telah
memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terkandung dalam pasal
1365 KUHPerdata. Jadi penguasaan tanah yang dilakukan oleh pihak para
Tergugat tersebut (Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 100/PDT.G/1996/PN.
Jr.) dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.
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KESIMPULAN DAN SARAN \\“:"'&7‘}7@ %"M#\

4.1 Kesimpulan ™~

Dalam bab yang terakhir ini, penulis akan berusaha menarik suatu

kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil dalam penulisan

skripsi ini. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis dari uraian bab-

bab terdahulu adalah sebagai berikut

1.

(W]

(V8]

Alat bukti yang diajukan oieh pihak Penggugat berupa akta dibawah tangan
dan saksi, kekuatan pembuktiannya iemah sebab akta dibawah tangan yang
berupa surat perjanjian jual beli, surat pernyataan dari mantan kepala Desa
Pugerkulon, surat pengaduan kepala Desa kepada Kapolsek Puger, tidak
didukung kebenarannya oleh saksi. Sedangkan alat bukti yang diajukan oleh
pihak para Tergugat berupa akta otentik berbentuk akta pembagian harta
warisan, sertifikat Hak Milik, putusan Pengadilan Negeri Jember No.
75/Pdt.G/1995/PN. Jr. tanggal 08 Januari 1996, surat tanda pembavaran
Ipeda/PBEB tahun 1980 s/d 1996, dan saksi yang mengetahui fakta sehingga
kedua alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.
Pertimbangan hukum dari Hakim dalam memberikan puiusannya adalah
berdasarkan adanya kesesuaian antara alat bukti surat yang diajukan oleh
pihak para Tergugat dengan keterangan saksi-saksi Tergugat, tidak adanya
keberatan dari pihak manapun mengenai diterbitkannya/dikeluarkannya
sertifikat hak milik oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Jember, serta hasil pemeriksaan setempat baik terhadap obyek sengketa
maupun dalam buku Letter C dan buku Caraka/pengganti kerawangan;

Bahwa dalam pertimbangan hakim melalui putusannya menyatakan bahwa
penguasaan atas tanah sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
Namun, berdasarkan alat bukti surat yang ditemukan kemudian oleh pihak
penggugat maka tanah tanah sengketa dapat diklasifikasikan sebagai hak milik
Penggugat. Hal ini berarti bahwa penguasaan atas tanah sengketa oleh pihak
para Tergugat juga dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Sebab, isrbuatan para Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang
64
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terdapat dalam “perbuatan melawan hukum” (pasal 1365 KUHPerdata), yaitu :
Perbuatan itu harus melawan hukum, Perbuatan itu menimbulkan kerugian,

Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan. Antara perbuatan dan

kerugian yang timbul terdapat hubungan kausal.

4.2 Saran

Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin mengemukakan beberapa saran
agar dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada khususnya dan
masyarakat luas pada umumnya.

Pertama, penulis menyarankan kepada pihak penggugat umuk mengajukan
Peninjauan Kembali (PK) terhadap kasus sengketa tanah yang dialaminya. Sebab,
Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 100/PDT.G/1996/PN. Jr. telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap dan lebih dari lima tahun perkara tersebut tidak
pernah  dipermasalahkan lagi, padahal terdapat alat bukti baru vang
memungkinkan pihak penggugat urituk memenangkan perkara ;ersebut.

Kedua, kepada aparat pemerintahan yang terlibat dalam kasus sengketa
tanah tersebut agar dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi apabila
diketemukan adanya tindak pidana dan tindak administrasi.

Ketiga. kepada masyarakat agar selalu berhati-hati dalamy melakukan
perjanjian jual beli tanah. Sebaiknya diperiksa terlebih dahulu kelengkapan surat-
suratnya, setelah itu lalu secepatnya mengajukan permohonan kepada Kepala
Kantor Agraria agar ditetapkan sebagai pemegang hak atas tanah beserta
bangunannya dan minta agar dibuatkan sertifikatnya. Apabila sudah mendapatkan
sertifikat hak atas tanah tersebut, hendaknya disimpan baik-baik dan jangan
sampai hilang karena sertifikat tersebut merupkan alat bukti yang kuat apabila

suatu hari nanti terjadi suatu sengketa hak atas tanah.
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¢ DEMI RE.uTLal }BI‘JRJJJ'.SAE*:KI-_E'\T RoTuHANAN YANG Mani LSA

Penéaaiipn kegeri di Jember yang memeriksa dan meagedld

1i perhiara-peznala rsv -ta dalam tlngﬂat perudma. telan wme -

-

ngambil Futusap sebagal berlkut dalam pﬁrkara antaia‘:-r—~-~—

TCRO alias 1. SuxITNO, aki-laki, umur 41 taban pekpr'qan ne-

'__n

.

ayan, bzrtempat tinggal 1 vusun hans

-

)

darzp pesa rugerwetan ecamatan o Ugsl-

& watunoten Jember ,

shal

¥ , dalam nal ini semberi kuzsa bhusus, kepad. oviad, uour

&0 -* - LR BT R ~ ey T o y %..s
40 tartun, pekerjadn nel:yun, glamat Dugun Noddorinn Rw.
Ix, Desa sugerweian, stcanzian buger habuPatzn v ooy
X R A A - A\ P A 48 x, E G : .
,‘-! berdzsarian s@rst kuase khugus turtadsgal 7 Jdutil ohe
F

yang teiah dilehalisir Hotaris Agung fanyo buuuoro, ol

14

pacn bangegal 27 Jusi 1966, nomer :L/¢t040/1Uve oo Gu -
rat Ijin Khusus untuic bertindgk sebagal Kvhisa
rersidangan Iengadilan Wegeri Jember dard hetua izuia~-

dilan Negeri Jember, tanggal 3 Jull 1996, dNomeX

21/IRH/EDT /1998, untuk gelanjuinga disecout seozgali ~--

4 €

nglawan :

l. B A3IA , bartewpat tinggal ai padukuvhan Krajan Desa rugerl

Lo

kulon Kecamgtan buger ratupaten Jember, seiznjul

nya uisebut zebaga: . Tergugat 1 3

gt

2., LILIX , tertempat tinggal di ~esg Gladaok wnccamaban 200 -

jampi Katupaten banyuwangl, ®lanjutoya disaebw

or
i

Sebagal ..s PeRpugat IT 3

e ﬁﬁRNg_, bertempat tinggal di msun Erajan vesa rugerkulion

Ltl « B e s TE R

\eC

S

i
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TRy T

i deamabsn{Gitger) IRAbRLS Hen' JemberCrelanjuinyy di-

sebut sebagai ... Tergugat III g

4. SUFADMI , bertempat tinggal di uusun Kraaan Desy rugeriuioan
hecamatan Fuger Kabupaten Jember, selanjutuya digz

v

cout Fergugatlv

J
»

MULYANTC , bertempat tlnguul di Jalan Sampit rzngkalanbun—

Fgl 13, lasirputih Fangkalanbun, " slimantan fengah

selanjutnya disebut sevagal ... Tergugat vg
be HASANA ,bertempat tinggal di tesa Ambulu \dibelakpng depot
nani) Kecamatan Ambulu Kabupgten Jember, seliniut-

0ya discbut sebagai ... Tergugat VIX :

Te SIDT AMINA » certempat tiuzgal di radukuhan .rajzn uvess ru

serkulen Kecamagtan ruser Kabupaten Jdemuer, seinn -

sy 3

jutnya discout 5€Dagai se. Tersugat - VII ;
i

8. FPAK YUR , e rienpat tinggal di radukuhan Krajan Decssy iuger

kulon Kecamatan ru, sr ha bupaten Jember gelanjpt -

nyz disevut sebar

al ... Tergugst VII1

o »

fLi'.;L:'_;._)]I.ALl"\‘ ih —JJ—JLLI 1,4 Wi a;\..‘T 5
setelah membaca surat-surst dalam berkas rneriira

Setelan mendengar ke duaz belsh Pihak ;

DUNTANG DULUKEYA rsRKARA

Menimoang, bahwa renggugat dalam surat gugatanys terts

nggal 31 Juli 1996, yang tel:zh didefiarkan di KLepanit.raan ke
n?adllan Negeri Jember pada. tungsal 7 Agustus 1996 <i bawah-

register nomer : 100U/ dt.G/1996, FN. Ju, telan menzenulakan -

hal-hal sebagai berikut : ——eemmcmcooo __ ——————— ——————— ———

1. bahwa, dahulu di Hesa Fugerkulon Kecamatan Fuger EabDupaten

Jember, telah hidup Sephasang sugmi istri jaung vorn fn @ e

DA O&rn alias FAK TORO dan LUMA'I alias bUK Lonc
]

2. bahwa, Fak Toro alias Da'ce duan Bok Tero lias Surgs' i darid

perkavinannva .. ... ..
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R T ey

Exs a4 -
Y 4

1
-

8, + 0=

perkawingn;'a Hersubdt hanya diberi/dikarunig 1 (satu) ketu

runan yaitu oernama 20RO alias P.SUYITNG (r=oggugat) ;

bahwa, pada tahun 1962 Da&oe nli s Fak Toro telah mening
gal dunia ai vesa fugerkulon, Kccamatan Nger Kaowp,ten —-

Jember, sedongkan suma'i aliszs Bok ..ro meninggal auniy Pa

5]

da tahun 1$65 di pesa fugerwctan Kecamatan tuger hanunaten

Jember ;

bahwa Da'oo aliss tak foro (alimgrhum) dan Suma'i 4l ins Bok

Toro (almarhum) selain meninsgalkan 1 (sats:) Orung atzk ya

itu pengougat jug, Aeninggalkan harts berups :

= gebidang tanzh rekaranggn ,;ung terletak -4 Desy v erkulon
Lecamatan tuger Labupaten Yerpe, dengan persil ac N Iclag

D.AITL, luas 3 0.115 na, bualas~tavas :

- Liora - Jalau vesa j

- fimur - Jalan -Cuvapak/jalan kecil :

= Selats = Tuhneh Leharangan Keatemin s

= aret = tanzh slipan dan tansh Eo sy 3

moion disetut sebagai ... LANAR STHGLSTL A ;

bahwa, tnush Sengkeca tersesut berasal dari pe mbelian alm

i A ac,

hum orang tua penguuszat dari 4k WUNAWTI, jadutl e EE M e o

Ltk =

T

2l Cktober 1959, dan di 2tas tanah sengketa tersehuc tcinh

didirikan sebuah Turah semi jormanen oleh orang tus renggn

(8i5]
£
t+

[

£
ct

&
L1
r\
=

w
ct

lari gtap senteng, li.rangksg Kayu d=zn lazn-
tai semen aifnding tembok o

bahwa, tanah sengket, tersebut adalah sebagaian wari tanzh
Fipil no. 662 persil n0.57 Kias D.ITI4, luas 0.257 ha yang-
terletak 4i J82g rugerkulon nccamafan tuger Fabupeten Jam-
bahwa, padz tahun 1868 para teryugat (texgug .t I gfde Hup

gugat VII), tanpz ijin atau mugyevarah ataujun ,ers:iuiuan
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dari penggugat,’ para térgugat (torgugat I sfd. texrgu_at --
¥IX) telan wenguasal tanah sengkets dan rumsh semi 02Ny -
nen dengan cara yang licik dan secara melawan hukum g
8. bahwa rumah semipermanen (rumuh sengketa) tersebut ciun nex
gugat I (iCh iSI.) telah dirupah/ direhab, sehinggs b1 B
- I ruméh ber d‘ndlng tembok, dan pada tanun 1990 dari scug-
gian tanah pekarangan persil no.57 Klas. D. 13T, duvas 0.115~-
ha (tanah sengketa) telah dipinash tungankan/ dijual keps-
da YiK YUR (tergugat viIX), scluas 22« Me, dengan vuatus-bgy
tas ¢ |
- Utara ¢ tanch sengketa 4 ;
- Timur - Jalan ®tapak/jalan kecil ;
= sclgtan - tanuh pekaeangen ogtemin

I3

I
@]
5y
Ky
4+
-+
1
et
3%
o}

kibig

(W]

moncn discbtut sebigozi ... TANAH SENGALT. B

Y. bahwa, jual beli yang telzh dilskukan oler tergusat I (EUK

AsIn)} denzan terguss CWIIT { ik tuR), yang tznpz memuerdta

hu atau seijin

?

zat, adzlah perbustan yang melawan hn

kum dan juzsl veli tersebut adalah tidak sah - Lau sevidak -
tidaknya tatal/ dibastalkan

lu.bahwa, juonggusat sdalah SuPl-zatinyas ahli weris usid yloar

bum O A Y C 8 alizs 1AK TCHO dan almarhum oSUMA'T siizs -OK

gstgat yang s.ogat berhak atas tzach asn rn
mah seni izrmanen (yang menjadl zeughets dulanm e
11l,.zahwa, venssugs o telak berunsh ia/menemrull secars Kebolusrs

- -~ Farhy e " e - - = = oY, 2 . 9 ’ 1
an 4all @uon s Lg:n-aglh B ORTER ‘.LJ‘lQSFlfﬂﬂ Femiarta tga 12

rada rar: tergugat (terg st 1 s/d. vergugat VIIT), wamun-—

tidazk bisz membuphkan hasil sze vagalimana yang dihar:

maka peng_ugat gudah melihst uagn son&at tepal Qrabila rengs

& JN=)

dilen ie.cri Jember yang aken memutuskanya ;
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12. bahwz, tntuk menjamin putusan tengadilan Keperi Jeroer —
dapat dilalisanakan secarg ‘epat maka para tergugat (ter-
gugat 1 s/4d. tergugat VIiI), haruslah dibebani untuk mea
bayar Uang paksa (CWangsoﬁ) sebesar Hp. 50.000,~ , setiap
hari dari keterl.mbatan menyerahkan tanzh dan rumah semi
bermanen (yang menjadi sengketa dalam perkara ini) sete-
lah memrunyai kekuatan hukum yang pasti ;

15. bahwa, renggugat sangat kwatir® terhadap para tersusat (ter
gugat I s/d. tergugat ViIi), zkan mengalihkan tan.h wzn-
rumah seii permancn yang'mcnjndi sengketa c¢ulym perpurs-

ini, kegada orang lain, baik dengan cara jual 0e1IM radsi

hibah at:u dengan cara Yang lainyz, maka penjzur-t sehon

di letakan sita Jamian (Congervatoir beslaag) turngaap

tanah aze rumah semi rermanen Yang menjadi gaogiicts LSRR
perkarz ini ; |
H4+bahua, ienigugat wen sjukan Monban ind verassuriiar yukti-
Bukti yan Kuat, moka untuk motjunin Beres v an P, Leug
gugat monen rutusan ini durnt Gijzlankan labih Cunvly, meg
Kipun ag-s Ulayz nukum banding, verset atal up s hukis 1o
inya ;
Lderdzcarkan fal-hal Feha telzn dikemukakeon Lirioout ad

atas Tengzusat nohon seliadapan Larak hetua rengadilan <. .oje

Jember untul LORARZAY) ke dua pelan fingk dan ko uwdi- aenja-

1o
¢
d
i
peand
=
e
5

1. Mengabulkun sugatan pengguiat untuk séluru“nya -

« enyatanan tanwe vengrugat (VLaL alias FJSUYTHRC )

al
hadgh -

_satunsatun;a ahll weris JE0g gab dari glmarhun VAL aliasg

FAX TCRO dan almarhum SuMp¢ T

3t

liag BOK TORO ;

5« Menyatakan t~hwa reaggugat yang s82nfat berhagk Lorln gy —-=
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P g

s

.,anaplguaju&@.pqaliorym%@Lwerqta§J L rketa uetam-

perkara ini rung terletak di ucsa tugeérkulon Ke rat- 20 ru-

zer Kabupaton “eomber dalam persil no.57 Kias D.III, luw.s :

Q-115 ha, « oat batas-bg

tapak/ Jdalan kecil ;

selatan - vanan pekarangan Hgatemin

tanzi Alipan dan tanah Pak No ;

Fenyatakan bznwa juzl beli yeng dilsziukan oleh tersusat I-

Dt

(3CK ASIA) dengen tergugat VIIT (EiK PUR) yaitu sebggain -

t

o

h.‘

tanah sengh dari persil no.,57-klag HWIIT luass0dll5 ba-

2 li2, den.an batas-

m

yYang selups batas :

i senzketa 4 g

Timu - valan setapak/ jalan kecil ; 3
1
- x S by P S 4 Fagee
28 latan = i2han fekarangat -gatemin :
Larat =ltghash rok Ho. g
9
adalah ESrtuatall yans melawan Lusdas Gzt el vkl coigetut ;

i N o Friew e e i SR TP o SR S - - Nt g pe e Bt Ay v ot N
ASalah o 2ot e ORRUTR sl mwE e WAL - L_La:_aknja i .‘_'.;" Sl Oy =
t:.l;.;.n s

— N % s bre i 2 Jray o . o e B IRy I o - - v
enyataran bLacwa perbuatan g sty adltakekan ooch 3.z

i
gat (terzt. ot I =/d. terguent VI1T) yang monsussel .a9.n - §
dan rumak scid permanen yanoo nenjadl sengkety ol g
ra'dndi, vong toBes sepe ngeilaiuan atzu seija atgu.sun WLsya '
warah‘dari 1eng Mgt adatah jercugtan yang melawin hukum :

Nenghukum ;. ra terjugat (ternuziat I g/d.

atsll glaje S3ta Yopg rmends ., nu balk radanyu, uwntuk ne -

¥ ; ~ y ~1yrnes} AL TR A s o <1 ey s % ._
nyerahkan tapan dan rumah Sonl LeXnenen yanuy menj.dil senp-

v

kKeta dalaon peritera ini keyuuw fdﬁ;,hbut delam kenuaun ko -
song dan tila perlu dengon sl..t keamanan negaralroling ;

JTa fonyat: o

L R
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7. ben,atakazn s2h dan berhé”fc sita [aminan (00” servateir -

Beslaag) :ang telah dllaKUA in oleh Juru51T3/Juru ita reng

ganti fancadilan segeri Yembar i

T 8. Menghukum

rara: tergugat (teryrugat I g/d.

)‘3 b
“argagat

V1II)

untuk merberar Uwh

D '”a (\.A

2i.50M)

sebesar xp.50.000,

(lima puiub ribu rupiah) getic

p hari, dsxri ke

Feif AEns

tun-—

wenyerahlian tanah sengketa dan rumah semi permanen sang -

adi

sngk

[ (3]

enj eta dalam

h Futus

)eriiara ini kepada pen guga b sete-
- = e o

~
el

L

an ini mempunyai kekuatan huium tetap ;

: 9. “enyatekzn bahwe rutusan ini deyat dijalankan levil Junu-

|
a.li

g At Uiv { SREAAR 51 VCORKAAD ) meskipun zda uraya nukum

tapding, verset, atau upays hulunm lainya ;
10.Meaghvkun pora to sugat (tersuzat 1 s/d. CERgUERT vIley) =
untuk momcayer bi-va PEriors youg BImL Golom ceraurs om
A%
St s T ) T
1 arzbils zo llan we-erd desno verpendaret laln eno e
mehon Futuszn iy seaddil-adiin g -
benim.iang, banwa pada W2 FRTeddanian Yan: Lol 4 oid
tukan untul: mereriksg perkara ini, Pala pLNUK yang howlrs nnbu
pihak renzgu st dal- 5 Eenghoue U kuasoays e b er.r g gan

nelayan =2law=t Jusun Fandaran ww. I veuas Fugerwelan ccana-

: tan Fuger Kacupaten ¥ swber, cirxduasailan gur A8 Khusug -~
j tertanggal 27 Juni 1996, yanz telsn ailegakisir din.u,,an --
I Agung Cahyo .iticoro, oB jiotaris oi Jemoer i.:a tangrsl 47 Ju
ni 1996, nomer : 4/7G40/1996 o..n UiTugSaTrkan surat i7in kou-
Sus untuk Lertindak sebagai kurss di muka .ersidan, . .n Linga

dilan feseri Jember

dari hetug

Lengaailan segeri jopnor sads
tanggal > Juli 1996, nomer - <L/IER/EDT /199 dan sue b didal
tarkan di neo) snitaraar fengunullon negeri cember pezda Latizals:
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H L
) AL 0T
»‘ {
8 | ) ¢ ‘1 el §
LEAIC ¢ :i

3 Juli 1090, nomes & lBl/PLndaf/}dt/l9°6 sedangkan uutuk pi

IS 0 o)

hak terguggt I sampai dengan terﬂugat VIIL, Hadlr Turuu rat IV

beru~mg wUFADH L, wiras wasta, Desa

Yang sekaligus bertindak untuk dan atas nama: xergu”at L i ¢ (A

& 3

Ii;,?l VlI dan VIII buruasaruan urdb kUdua khi gu L-ﬂuqngbd

u Wy e

Vi i "iwrw.. LG

10-10-1996, jgng texah diiﬂgqll Lr ulhauapan Siti +estarining

sih SH Wotaris di Je mber Pada t ng gal 10 Oxtoocr 19vG, nomer

327/Not/L/X/1996, s edangkan untux uergugat v, hanya mengirim

vertunggal

Kan surat khusus Juga kepada tur é f Iv (SUkAUv;)

IC Cktobar 1696

. AR : :

Henitbang, bahwa Hakim “aJulls tel h bermsaha Batuk -

.' S *: :

mendamaikan rarz pihak Yang c‘“rwrkgra, ukuﬂ te.dli tiduk ber

Lol -
—

hasillalu veicriksazn PETR .o in3 dllanautkan dengan w:uﬁaca—
kan sura fugsatnya penggugat dan puﬂ “at menyatakan tetap--
Pada gugatznys d dengan sedikit peXballkan af;3 namé wersugat Iv
Yailtu tertulis 9 SUEAD o menjuadi jang éebénarnya alalqyll  =-eo

# GUEAUMI «

Menimbang, bahwa c.‘c,a.a oug ﬁban ren gugat terseiut pingk
[}
targpgat I samp? dengan te;~u;au VlIl dengan welalul Kuasauya

mereka baik untuk diri sendlrl P”UIMQ oertlnuqk geligku kuasa~

e

telan men;pjukan jawaban seb aked bgrlkut T —— Ry S5

As Dalam wiigepsi

S o] S

1. bahwa tanzn sengketa dengen iaentiv,e £CX5il no.57 Fics

D8R b5 0.143 ua tidagk venaw dan tatas-dutns n

7 e S A SR

yang berar persil no.57 klas 2111 luasnys 0,046 o. Gl an

hatas—b;u‘q :

Utara -~ Ja’an »23a 3

Timur - Jzign setziak 2

o8latz u = hulayanto g ;
Barat = -sllk ;
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sedangkan ;crsii no. 57 luas C.115 ha v nengyr %las 0IX
dengan batazz-batas :

Utara = Teoumiyati Asmuingr

Larat - Suwati, Mook Ra ;

bahvz, tanzh yang dimaksud oleh penggugat adalah tidonk ada
hubungunya'dcﬁgan penggugat tersebut, karena tanzh jang-
disengketakan digerodeh texrpuzat T dengan suaminya (almar-

=}

hum) dari Zoena Daud denion cars membeli, sfhingge nubungan

i (9
~ " - - - - - - s - = 4 32 - ey i | e e - - -
penggugat deagan tauah senskaba tidak mempuanyal alas hok

hormat korada Kajelis Eskim sicang uatu. mengl

1akr Uliahnd =

rengyugat galuruhnya danyd atnu setid i-tidaknys w.uysiskan

. BUzavan on guget Cidsk dazjat Jditerima karena st pong
Jugat kabar

De D IAM FOLULR LoReiRA.

ie banwa, hal-nal yang telgh Gdigampaikan gebagal dalii-dalil-
eiksepsi le.sebut di atas mchen dianggap terul,ng cun dica-
vat seoa ol dalil jawaban dolan nokek perlarz ;

2. babwa, ti.zk benar tanah sengiieta pembelian crang tug jengz
gugat dari r.hoenawi, lagitula pars tergugat sama seliali
tidak tzhu den tidzk kenal O-205 Uz peusgusat mauiup reng
gugat sendiri

3 bahva, win:LSYnERCCANESH SRS S5 Laul pinil no, b2,
rersil 5 Llas » ITL luns 257 adnlan tidzak benar gon tidak

Yoot

-ernah dimiliki/dikugzsai clch para tergugat, adapua tunan-
yung dimisiki/dikuzsal terpugat adalszh petak no.ls5u

Pipil petek no.s565

=
[$]
H
{13}
e
| 5]
Ul

T Klas p II lugs 115 =a otas nar

Agmunar i .oumdysti seli dari ioens Jdz0ed, den an by eas=oat

i
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Utara™.” = :.3umiyati ‘Asmunar ;
Timur - Jzian stapak
Selatan ~ limin ;

Barat

FeSuwati, Mbok in

;
4+ bahwa, toi’
beritikhad taik dan karena itu tetap mendapat perlindu

ngan hukum, rihak tergugat tenar-begar me: eli gesuai

vhav I asn almarnun LenzmungYr lan peuhelid

P

ae

—

ngan preseaur hukum yang berlaku rade masa itu cinadapanu-

Lepala lJe.a aan dicatat di hanier Desa, seouail den on ru-

o,

tusan Fzhliamal Lpung no. 34 “fullflSGO tanggal 3 Feniuuzri

1860 menyatzkan V“Jwa rembali vang beritikhad vaik. yang

I

memodell tanan di dedepanneyola Uesa harus mend: ot i

lindungan hulum

—~Y o Yo s ¥ 4., - - - Pt =
5. bahwa pihsk terzuiat menol

o

aengan Keras pet¥melionzr unc

uang neksa (dwangsom) dan jermchonan §1%y jaminzn 2o .0an-

4 2ot e o [ s G = T
vldak berslesan menurut Rukum

lak s

.........

s oy 3 e - i Y= oy vere ) isila T T S TR ey <
veRlhenng, Soowa Ke dve belsh pinuk belmh mer.: 2

untuk itu o v on s

i | S e " A o ! = ,
1agl segale sesugtu, saik delar <CLAIk irtangosl 24 Lidgenr

b
LW
0
(o)
2
i ]
=
=
o
=2
| .
=3
I
=
e
ct
[ 44]
H
c_J.
5
L
W
i

ieniunuing,  bakve pengiuset dolon mep: ctabankan serty
nmengvatian dalil-dpelil gugatanya telah renyeoshlkan cabti U
“at beruya

1, Foto coiy zur:t rerjanjian jusl beli ants 2 r.ncenawi uzn

5T D.IIX ‘vas C.257 ha, dijuzl selug

(%)
c
L]
=)
=
U

5 vanzh pekaransat U no.ss62 OS5 il-

B ol pei e i
vio o L l.’lk,‘;_,;l

= VT e 8 G S SRR P A e e PR - &
21 -10 BRS B Fas velen o MR E R Dy Wi o IC@. T &G OLLNYE GaN -

nyate sesuci dan bulsh 41l ckokan tee moterni sECY G b

dan diveri tznda :» T -

ar mim A ot

e

. i e
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2. rotiolchipy TR pev iy tyan dak! Ivam Djoeremi muntin %0 pp -

. la besa iu_erlulen secamatan luger tertanggal 10 inei J1985-
Fauvg telali disesuaikan dengan aslinYa{ternyata sesual dan-
telah dilekathan bea naterai secukupnya dau diberi tanda -
Y S T o

o Foto cony iongaouun repala voso bernaua Marsono Lenada hage

Polsek Iuger tertanggal 24 hei 1995 Nomer 181.1/15 /514 .01/

1995, yang telmn disesuaikan ¢ dengan aslinya ternyata cosu

]
o<

A5}

daa telal dilekatkan beg materai secukupn,. dan diveri tan
da E.IIy ;

L g

Lbniﬂ*ﬂn“ bahvwa gelain tukti gurat tersebut Dz peag
guzat juga H2nZzjunan dan el cracngarkan keterangan guiigi.a—=

saksl yang masing-masing didengar keteranganya di bawvan sumpah

sebagai berikuc :

o Saksi I : Pfﬁ$5$¢ alias B. 5171 wiur 51 tahun g,

IO ey
,) menerangkan pada aofcxnga stlLagal berikut
e 0
- bahva saksi renal dengan Fen,_ ugat sedongsan d.ugat oo harp

gugat tidak kenal hanya tahu arong tuanya u;n.uiﬂﬁk
nganya keluarg s baik gedsrak “uurun semenda

= bahwa saksi jicnal dengan pen;guget sejak keecil | iy anakoya
T.Dg&oe Gl rerkawinanya denan Sama'i dun hany: Lunys - -
nak satu gnjs -

- vahwa gel ;in Wzninggalkan Nk b aua@oc meningsallion nak bex

nara Toro (

i

ugat), f.ua'oce Juga ada meninggalliqa fnarty

Peninggalan t ¢rupa tanah pekars Deal dl vera Fugserknion Ler -

sil 57 pevak no.662 Klus D, lvcony: saksi tidax tuhu, butag-
batasnya : Utara - Jalan Jezg g

Zimer = Jalan keeil
selatan = P.Jiin/sgatemin s

“arat - Alipan/ ®.No

SR " B
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Lﬁigntara

bahwa, tanch tersebut sekarang dikuasai oleh B.isia

nak~-anaknyva (tidak tahu 1aLQ-namanya)

~ bahwa, di t

sy frm e
Lhda

f.ustce dan B.Asia tlaakfhubungan -

- exlie 2a

de SH6E1L

b tentang nomer metok dan persil

2

h

1\
-

L 5 - -~
Ll KN

Punya angl dan istrinya sedany hamil, dan Pada sazt

saksi dip.srani k2ick tersebut warena rvade waktu it

sedang saltit, dengan pesan paaa saksi vila r.ug'oe

dan bila anaknya besa supzye dlserashkan ketada ahil

nya Laia Sas g ;-_.,UB{:L 8T

pen:;

U

ry lalu ibunya (;:n:

a

(lian

anah terseput dda rumahnya satu usn naoungan

relg sak-

sl pernan dititipi /meme €gang retok tanah terscbut dan zaks
memegang u.ztok terssbut se Jak tahun 59 sedang salsi Caru -
lahir tanun 1945 ; :

bahwa, benar Padz tahun 195¢ 1 ..a'ge gUdah-kawin .cn belum -

izulah @
NelzYooe
sealnggal
1 waris

relandz

Kan reng.uist) gglang ke. ruman oren, tuanyt, karenz t.ualoe-
sRdah msnin, so2l, dan saksi RURGLOUn  pengsutdat Fans w1gerak -
kKan keprda isunya

- Wa, gaksi tidak tahu mpmtaéa dan k.ua'oe tiuak svava sau-
dara. ;

= bahwa, gaiisi tidak tanu asal-usul tanah dan Crdok Lanm fr o D=
Yoe darat d-ri mang

~ bahwa, oaliad SER e i tetek Lorzecut kareng gakgi ing ko
runainys :.on2'ce agan dianggar zoperti an.s zenuiri uun s -
ring tlezsel-di ruran . gates :

T vanva, s2nar saksi geteldan Lenlzalonyg E ol fen a7 a0 Fatan,
ke rumahnya sauddri ian | rudist Gikawinkan  olon G Wit dly
dan umur soksi Fata waktu itu 12 tzpun $

- bahwa, gscuulsh saksd Kawin yang fengasuh genipugat sisceran -
kan kepado neneknya cdari ibu Ien;magat

- bzhwa, jeick aivitipi pade Saksi dzn tiduex Latitivi rnudn  --
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- = 13%=
Saudara t.ux'oe, karena takut kalau nanti dijual saudaranysz .
dan lebih jyorcaya pada saksi dan setelah dikasih dizawa pu-
1 ~ e
Lang j

=~ bahwa, peuoi iiterima oleh . aksi damiF.Da'oe pada €aat peng
fugat berurur 40 haray dan 20 har: kemudian : .ua'ce reninggzal

dunia ;

- bghwa, salisi baru melihigt tangh sengkety 2 tanun yang lalu-
3 =] ¢

k1 - saat itu uda hajian di rumzh Y. " oenawi ;

- bahwa, atas ke terangan salksil, rihak Tanggngat memuenarian -
b 25 ]

B sedangkan tergugat menyatakan ada yaug salah terussma 50al-

o ie) Swva

3 oatas S-batasnys tidak benar ;

2+ Saksi II : LIsH GANDRuliu 1. 5. nawled , unur 60 . ..un 20K

sl ed

QC rjaan dafaby zgama Lzlam, mencrangkan pada POROktn soul. Ad=

berikut

A e < e 5 - . ,

aenian istri cane'i aian tebusi denman Fary t3rsu ot < iie ke
3 - 4 - - .

konzl WBiL TEhE orangaya :

T Caawa, benar :.ialge sldah nedingead Cuuia ¢zn aa- WERE Y, o)
Kan hart: Larupa tanzh Fekarang an Ji Fugerkulon,
si tidak t.uu nomep pelok, jcruil lan ARLssNyy scani: it bhae

tas-bat;:ﬁjq vanu, vaity

1 =iz i
Timur - valgn kaecil _
&

Selatan = 1. win :

~arat - dliyan/ 1.i0

o = baawa, SR Fang menguas i Laiiin, terseont alZdog s siase
) “wr . < : L i TP g o & s s 5

3 B.Warni <.n Yasih aug yang Loln tiduk tanu nemanys

e

i’ = bBalwwa, sghsi btizgh: vaiR tentun, coal BLUL Tanah wverssout .

ol

i~

"

F—‘

- bahwa, =k JU52 Sida% tahu wQriLLn:, Kapan meningpalnyg Fooa!
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e

bahwa, saksl Kenal dengan r.vz'oe pada waktu saksi bLirumur-
1% tahun, dun pada saat itu r.va'ce sudah kawan dan puuyg -
anak dan masin digendong, dan yang menggendong acalsh Tiasdh;

- bahwa, tanahk tersebut dirercieh diari membeli dari pamanya -

nama paccd heoenawi dan tasunya saksi kar eng pernan sigjak -

oleh pansz

(2

(’

nya dan dibveritanu kalau tanan ter’**ut telzh diju

al keprada nama Da'ce ;

9

-~ bahwa, jpamanys saksi mempuayal tanyak tanah ada 9 \sewnoilan)

tempat termasuk iguah sengketa

- bahwa, di atas taenah tersebut dulunya tidek adz rumepi, Kemu

dian ada mgngunanya dan yaus . .nsun yaitu Da'oe dun viagzal

- bahwa, g¢aksi mengatakan kalau yeuz meéneppatd tanuhb sengeke

ta adalah #. Asia padahal nengaku tidak kenal nanys Lahu na

v

glerangan saksl turgebut menurut pinlk penggu-

f‘

- bahwa, aitas }

gat adziszh lenar, se.angkan jikak para ¢ YUEat Luayatslan-

3
.

50 Sgksi IIXI ILAM DSOsREMI , umur 57 tahun, zekoerjusn wirzsw

tay aszma lsiam, mombarilkin selLerangzan pada joscknyz ceba-

1 1 : 3

- bahwa, zaisi Kenald ke wta beluh pihak yaug berperkara ak

tetapl tidak ada hubungaunyas-kelunarza, basik semenc- r-urun -

- banwa, tenwr saksdi pernel uenjobat sebagal Rcpuia wasg Flpes
kulon yuitu sejak tahun 1967 samiai dengan 3985 ;
- banwa, gak:zi membenarkan b 1 u surat pernayataan (F.1I, di-

buatnya mengenal tanah ¥y un zicencketakan
- bahva, teutang masalzh ton:n

:‘:gl:eta s el MY unWRA RSN K8 =

hkantor wessaz, yuitu pada Toaun 1975 ¢ .da waktu itu _.igia ---
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Y

dipangzil tetayi tidak hadir dun masalahuya tidak bi.. cise
lesazikam éun saksi mengira teluh selesai mas .‘tya darung-
udgh lana s
bahwa, sz i viny «20tang rersil tanwh « ang disengi.utulan -

texrsabut u;';r 57 atac nama Leoonawi dan perna:, ALl wnE -
yang menjuzl iupa nznanya ;
bahwa, saksi tahu s yang menguasai tanah seugketa adalul s.a-

sla, dasarnya saksi tidak tahu ;

[]

bahwa, letchuya tunun tersciut auz dua bagaian, bagisn we -

an ditemjpati olen B.Asig Scian_kan yang ditvelakang Giter-
1 » b &

bahwa, salhizi vidak kenal den: 2l oran: yaans uvernann

a4 sy ds
i L A G ]

bahwa, gaksi tidak tahu orang bernama Da'ce dan tiuaik Szpu-

siare Oranztuanya pengzuzat dan Jua tidak tahu sin

wi Kouehns

b}

bahwa, yan- mendedl hepala Loza seloluym SURG L wdasoh f.uati
Jah, sedan<k-y Jabs mengranti salisi lalah Soemarszono day sSe
Ralang dari Lorarii barnamy ddye
Jz2hwa, Lenar sakei telah menyeroilian buku 18Ter U liengds we
ngganting,
baiiwa, bernar Selama ind jang memvayvar Pajalk gtas Lanan seng
keta acnlan veriagnt, sedanslizn LEngiugat P iaak perash cembg
Jar rajak at.s tunah “afl bon. vnen terasebu :
bahwa, ataz ketorsagan saksl tilun MEM2Ngle-B A0la Lady La
hun 1575, yinak Cergloat menyon yikalnya dan Jilly 0Lnar aualah
ahun 1881, i:n Cidal ads Eenyelosaianyz aan tebih ilujut -
saksl menyitaian Canipilen o2ii- uvkan dus kali gze. - digan
melalui Kasgsun yaitu tahun 195 «<.n tahun 1981

Henimb~ng, banwa Cihalk .ra lerzuset dalim mer; srianan

Kaa dalil-dz1i] bantaliznyn tel- nin sl jukan oukti guret -eo
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b

sebagail HEHIN IRE
l. Foto copy surat tanda pemba; aran pajak Ipeda %ahun{l&o2 ~--
atas narma Lagmunar foSumiyati, yang tullh digocokan duingan
aslinya ternyata sesuai, dan teloh dibubuhi bka materai 56
cukupnyn, -d

L ALGerl Tunues =1

.
o~ »

Mo
.

"Foto coypy surat taanda pembayaran lpeda tuhun 190, ateos v
wa Kasmenar to.Sumiyatisy yeng telah dicocokan dengan aslinya
ternyata cesuai dan telah dibubuhi bea maters: geeukupnya~

dzn diveri tznda T- Id g

LS H
.

+0to cory surat tandag pembayaran Ipeda tahun Pa ok sy ue

»2 Fuger kKulen, Kecamatan Tuger No unit G155 kohir B 1852,
atas nams hesmunar sin T.icemijati, yang telan dicceolgn -

dengan acliinya ternyata sesuzi dan telan ditubuhi vea mate

& ruger.iiacn hecumitan tuger Go. hohix ¥.1552 atos uema .

asmutiar Zin oSl jati, Jang ° .lah dicoeekan

i Wl st e A
nyaz ternysiz cesuszi dan tuolazh dibubuhi era mutecs i 2R
ny¥ya Azt gl bery Gy ey

s Foto cory =urat topds remcay=ran Incda tanur {2l Ul e

8 fugcrivaon hecamatan luger no.urut c61 vo.Jiohin #1552~

atas naita hasruner v Yo.oumi joti, yans wel . uvicdee:an 2z}
Ngan = clinya ternyata sesuai wan telal dibubuhi @iy Locerai
secukuinyz an daiberi tandn Y- V 5

b« Fote éc;y SUr.L L ona, Temnt. .Tan ipeda tabun Lujﬂﬁ LO8H e

88 Fugelivion nec s tall tu ur no.urut 786 no.kohir r.1-50-

atas nama rosmuner b.E.Soe mijati, yang teli-h dicocokgyn age-

Wgan aslinya ternyazta sesuai dan t2lah dibubvhi cey naveral

SeCuxXunuy: can diveri tanda Y= wI
Te Poto copy stbel Pemooritanon ol st tang /8B Lonun 1987,

n0.kohir 1552 atas numa wajit ragjall sasmunar b, tusosmdjoti
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Desa. Fugeriligialdgpasitony. Lniversias Jemaern den, o

aslinya tcroeyata sesuai dan telch dibubuni be. malaeini e~

cukupnya, den diberi tanda T- vIL ;

..8. Fotoiccpy «kta pembagailan hrl: warvisan nn.ﬁl;/uw/;vgz,-tﬁ
nggal 11 .Spember d%cr, Yeu  wd0R L Oleli skl Hio.ooui sow
11 Saleh, uzmat ruger, diauvtore poara ahll wapls @ 4oL/on
LJuwarni, ~upadwl atas sebiagni tandu. nak yaoan .0.u Lhos -
seluas 95U m¢, para anli wi. i ve.d.Paskal uncae monsagilau

.'tanah warican terseout kepada lulyanto, ; :ng telah sicoeok

é;[ kan dengan aslinya ternyats scsugzi dav Selzh dibuburi beg-

Gaterzil sucubupnya don diberi tonds T- YVILT §

0

y Yotg copy rwllsen -k ongadiewd o Gl dunber nobea P S utidg
S 1995 /EN.Jx, tertanggal 8 Jdanuari 1ute, antara rob pupat --

Toro P.suyitno melawan B,S5ish ukk, yang inti putusan gug ot

W penggugat tidzk dapat diterimu, yang telah dicocoinn de n
ealinya teruyzila Besugl dun f2iuh iltubuli LoE Bos oy i oo e
Zupnya dan dibexri tanda T- IX ;

10 .26t0 ccry suspk ketetalap luron peubapfunnl GoStin ADuL W

ne<1854, zius mang E.oumiyati agnmimnar Dess fG el ulon o oC)-

Hatan ket porell BT ELITT A N.046 da,

TRy adoedb oy o8

gleh kKenicr iveda Feagenagh Y@zbor, b al 10 vl 1o,

Fanz WRN 1 legcalln de ey -8R AR e S an e TRV . AR
B, S coA J ey S Y E - o a 3 o roy.y N s ¥ .
o alimesnl Ble soplhelad. S (7 1 e Toeinis a2k col RS e

11, Foto oWl Raltsnr Selerigang B 88 o 6%, 5y fidey e

=
W
W)
@
L
S
T
Q
»
=
&
2
Q
L
=
=
i

sekicy pedesaen dan sektor pecketaan
yauto Cesa Pugerkalon poral: e oF sid odvmibs oy -
gang aliuad reian ollelR el sk Lok wel nepelpd Ep cdn g o =
fénggai o soponboe A98TF, ol &i0n dicosolan g g oan yiil-
nya tern; :tn sesuai, dan Lus,ow aibutuni mul::;nj.k;:tuinthja—

dahy diberl tatkie T= 34
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13.

14.

15.

16.

1.
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roto CSEF surat pemberitaliuan pajak terhuiang/LBB tzhun -
1988; romer kKonir 3384 atas nama wajib pojak iulyants,De-
sa Pﬁgcrkulon necamatan uger yang telah dicocokan cengan
asliﬁya cernyata sesual dan telah dibubuui bea materal se
cukupnya dsn diberi tands T- AIT
Foto copy surat petixan jumlah pajak ternutang /P55 1ahun-
1989 no. konir 3334 atas nzma wajib pajek Mulyarto dzsa -
rugerkulen necamatan ¥uger vong telah dicocokan ik, on ag

linya taPnyata scsualy dancbelan dibububivkea pus.rei se-

cukupnya, Jlon diboerl tanda @- JIIT

Foto copy Cand: Lterima strontera peubavaran ¢oiiaik i —-
d.,.l"l b ?’I el NG .D'? j 2, :_.—:J 2 nama I"ﬂ.ilj' ..‘nto Dona ro .‘A,:-,},‘“_
lon no.StET 5384 tahun 1992,

ang to..ch dicecokan aenane-

asliny: taznyats scouai don telsh dabubuhi Loa pseral oe

S L e 5 ) B : :
foto cory tandy terime semontora Egiiibayuran .ajal vunil -~
aan D7 ,\li n aLg S Uamha | J.‘l“_‘ ﬂtu, B AC AT O i R <) (T I G ol |~
TRE i e T =T in A T - s 1 r

5384 terun 1893, yang telsh cicocokan densan aniiayal ber-

2sual dun welsh dibubuhi bea materai secukugbye --

Foio covy zurel pamberitanuvnn Fajek terhuiang jugsk bumi-

o
¢
]
23
5
=
(&)
W
™y
o
O
£
e
H [
3

ROZSN0 /54 (Gl ot nal-

ah ilcccokan dancan aclin=a ternyate secuad ool TeLiuh-
dlbubuili bas moterai secukupnya dun dibderi tandy e L -
Foto cory surat ;;nda terima sewentarz pembayuran vaiak -
temi dun benguncn tanun 1995, atas nsma FuBlyanto uo.inauk
SIET ¢556, yang telah dicocokan dengan asiinya tLerayatz -
sesual dzn tclan dibubuhi tes muter

a e Pieaa

18. Foto CODY  wsaivasvsaens
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Bl Yo R E mmtomw e e g

O]
om
.

7o, (PN = T3 A = = : > . o v
0=l Ly, SR2at o dvtieemlale P3GLR WCIDULLTE Lo -l

dan bangunan tahun 1990, ro.SkrT 2525t atas na&a hulyanto
Fersil 57 luas 930 H2, yang welah dicoce’ i denian asli-
nya verny.ta sesuai dan tel o dibubuhi bea materzi secu--
kupnya dnu diberi taznga T- Xw LaL =
19. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajzk bumi

dau bangunan tahun 1996 no JoEFP ll6l.7/96lpersil 57 luas

480 Mé atas nama r.sumijati Asmoenar, Desa Pugerkulon y -

yang telzh dicocokan ‘dengan aslinya cernyata sesusi dan-

telah ditubuhi bea materai secukupnya dan diberi tanc

vataa

. s . - s o ot 5. & . .
20. Foto copy surat pemberitahuan pajak ternutang i1ajui bumi

dan bangunzn tahun 1994 no.oir% 1161/94.01, atas noia -

F,umijati ASTURATr, Jesa ru crhulon percil 57 Wi A60OEZ2

Jang t21luh dicocekan dengan Liiinya ternyata scesual

Ea ] a5 aahia i ke N i o S :
v@lahl digupuni bea mater X .,x..k.L..!\Ul.U‘yc:. wal gloery . S -
— v -
T- XX ;

~ e Lo e e g e 1 e i o = S .

2l. Folto comy tanda terima Seniniira pembayarsn pajzk i -

dan Tabguoan tunun 3 atat naka r.Sumijeti fenu-or g
mat dese rugarittlen, vang Gl wicoecokun detzun gl inon
ternyata Lesuai dan telal ditusiihi beg matersi oocu Iy =
B it B 2l Tkl &

22+ Foto ooy ruzet LcLiﬁan QREmd g fadsk terhutong toadn pem-

ijatl Asmungr, sesa lugerinion, uo.r,

dlcocoran dinzan aslinys teray... sesuzi Can Yoiazbh cieutlud

bea mater i eCuiupnya dan caccri towdy pe Xila ;

23. Fotc cory surat jerteritannan foglai vEXLULADE/EsD L _iua
1968 no. ichir 1834 atas mun s wsiib Feden s .ovlely bl Gl
nar, -Dessz tugjerdulon, asen L m FRECT, Jans Loiln doocox
an detigan zsling. SCRBaTY cesuud dan tolsh albwbund Lea-
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maveral cecukujnya den citweri B o o Te aaall

24. Poto cuyy surst pemberitiihwan pajak terhutang/los tacun-
o

1987, vo.kohir 1654 atas nama wajib pajak b .oumi ot fu-

. - Vn e T e yulea e Tatl r . : s ey o .- 3~
d@ monar, iesa lugerkulon «ccamatan Yuger, ;ung telsn uico-
4

LA CEve P e : " T S 6317 2y 1 a3 o 30
b8 cokan @ wian ssiinys G SAUFava Seslal uah telzihr divu-

ouhi Bes raterai secukupnya dan diber’ Lnda T- X34V :

3 FChaiyaran 1peda tahun pajak 1$85-

25. Foto coiy cus-t t.:hdg
1o Koirdr F 1854 stz nang SOCMIijatd, cwunar Josns 1
Kulun iceuamatan ruger, y.us telah dicocokan dengon asli-
nya ternycta sesuai dan telsh dibubuhi bea mgteral sycu-

kupny> d.n diveri tanda i- ARY -3

26.'Foto coyry surat tantla penbayaran ireda pedeg e T ol ol

2 =) ~ - ] (& . 3 ke 2 1 s macs . .
1584 no kohir 1854 gvit rumin L.ooemijati Asmun.g:

T S lEas T e (oo P S e O e S -
<UEEriuien wEc.ohgian . rtjor, yaug telan dicoccec..r iongane

4

e T e el S sory gy S A
SESRIREI e MR 2 i ]

secuiiupnya dun wibewi lzouy 1= AANVT

P
-3
*
Fx
@]
{ o
<
(2
(T
Ty
c
e
s
f“':
&t

-
i Ity 1 ne 282 G -
s, e o iy o D o e | N
‘EUL;L.}.;.‘-.«_LUH Meens atan L u i ok w@E NSNS o B s
ot oy S0 44 T Cas
53 SERRnEL, IlehTel b ¥ 10/ ~&C - moy
g Suws, Liegh, wedlagulkon oL T S \
’
R o T 5 -
4 GCldduwpan &1 0 WPa0 Faeh, Gong i o HEN Tty % o £oLang -
o
s
R PO, e " : 3 h
. 2 i .LC“.L"‘]LE\Z’? BB 7 WAl i 3 'J.L\ S Y O ) 15 =
~ = 75 e A
=T} i Q) 5 NN i : T o wecan te g ok X . it B
L@k o <L eCinlh Gl an S i B VSRR et e B I UG Bl B €

vl bea mglerai sceusupnya dan diberi ten.s T=XuVIT:

g FE T ey s B ST € S t = .
.ei, 2 """‘L\;’ cZalvWeal S % PR e LJ. .,_:u:'__ v .;::J’uk [ | ..T.:‘r.l.". L&
4 S—
T T o . e PA Sy i Samite o oy 75 A o) e L in % . !
Sl BSLRpML b JHMGs MUBGEIRELD o (GU2) srong s ied e T
veteran, A s AR R i Mot B, sevggss o)
» Bl COUN B SR R ! T 6 T v T T DR G A Gl eldl [T L o T
R e R ———
.
5 ,
Jl Nk P t-_i--'\lr., (R el A . PR =
PANEE. B 85 & csplknig : >
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~ bahwa, saksi kensl dengan penggugat, demiliizn juga
gugat kenal scomuanya, kecuali 3iti Amina dan tidul cu. nubu
ngan keluarse baik sedarah maupun semenda

-~ Lalwa, salicl 7ekerjsanya adalgh Suru an ©.oo0 tent Q. y.ng

diperkaraikan yoitu tangh darzt di Desa rujerkulon luisay,:

- ®

0.115 da 1ersil: 57 D.IIX, batas-batas'
vtara - kasnunar EJoumijatd g
i - Jazian Jetapsk
Selaﬁ:n - Ali;in';
i Barat = Iouati dan culiangVs
- bahwg asal=uzul Lgazh sengkct diade-h AaBs lens Ja6.0 ha~
sih adik k.ltcknya goksi/ Til.rgih g
- Dahwa, unilara Keena Jaud dengsn Jatee tidal: ¢~ rul KT
Iuarga/sonéary- 3
- bahWa, scheld Bong-tokan hCﬂ“lrL.uL i OPENRE DU Hin Vi =—

dan punye dgtri mamanyg camn'i n tid-

s ¥ .;.;J.u’ S otw i 41"
nva toerssou P L I I W ' | b iy | i ri .
d WelaSiubl gansgld LKk Do .l wi o wabivlEn el Gk X S | -

=

- bahwa, benar yang

rulyunto, ,ang telih diliib-ni

dan olch wudyanto sebagian L. GoogehalE ™ eel h Ji ). o
% SEuT; Iuguny . tidak taaupdan @sanya it gl @ B =-
hulyadee, oo LIbapd @i tdduls .ocnempati keoloe RaZin Bi-

dAly ang merempati yaitu B.Asia, suwarni, Loconn --

datt Sitd curbe Earur g

e

batwa,y Toney hogitonar bin Fesoemijuti mompunyal otizh & (-

b |
o
=
-~
(@]
H
b
L
e
o+
o

2+ warni ;

B LE1AK
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4. supradmi ;
5. Mulyanic ;

6. Hasana ;

.

- bahwa, drsarnyz mereka menvmpati tanah tersebut adalun kare

" na haknyz, yaitu dari orang tuanya kasmurz.r, yang diveli

e
o

ri Koena Laud + 00 tihun yang lolu, dan masaleh Jual heli -
saksi tiankt tzhu sendiri ;
- bahwa ben:r hasmunar bin Feovoenijati telah wenin gl aunia;
- bahwa, ©bengr Da'ce pe}nah tinggal di rumab tanzh scugkein-
karena memang ada rumannya dan banyak orang yazng ikut ting-
gal disitu menumpang termasul: Up'oe pernah numi:sng Gisito

= bahwa, yang pernah cenempstl sumannya roc Jaua waerzebut -

adalzh

1. lillan (folisi iamong kraja ) ;

¢. dadiman (orang Cing) ;

2o IGug pie ( ornng ving)

4w Tabrali alias pbrir: 3

2« datoe

- Buang (terakhir), ;

—
(VA

- bahwa, benar rumsh torseibut zud,h tiask ada karensz sia-h ai
rombak clen warni ;
- Yahwa, rum:hnya seksl adalzh bL.rsetelahan dedran sutsh/ ta-

Nah sengkcta g

- bahwa, orung berunema F.Fur itu adalah or=zng oo imne ST atmat

~ bahwa, BSatag-batas tanah yan;, dibeli olekh F.lur torusbut z-
dalah ¢ Ularg = hRlyante ;
PO = Jalan setugoi
wedlatan G .-'-.limin/;;;_.;;t:ud.n ~
e = LaSawati
- bahwa, tza:in sen L Kele tergseout bukan milikaysn Dulce s.n taoe
nan seagksia selarounz sudah tiooh atas nama koene ouud lagi

sudah gtac nema basmcenar 1. 1 osgomy Sati e
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- Jazlan setajuk
= dpztemin ; -
= Suwati dun Allgaon dan SeMan /LG
5al uzusl Tanoe Sersebut Sl ke nal, :
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- bahway ¢ »DigitaJ[,RaepD:%lmryU nivarsibas: J;_,emb@ faatvuere -
luzs 115 da + 40 tohun yang l:lu ada sebagaian dari tunan it

telah dijual lggi ke crada E.tur olsh Kasmoenar vaung lucsuys -

lupa, den;un batas-datasny; : ULtara = tulyanbe
clmur - Jalan setupak
selatan - Mgstowmin
- aigd - Blizh/io
- Tahwa, yun_ menguzsadi tanan selgketba yadg sinunys suezliah rel

yante, iiiik, warni, oupadmi dan Losana
= banwa, tuusa vang dikuas:a<i oidh B.Asla saalsn larca .oouaiahe

Biara dari-luss des.d 115 dz, J«di oukan termssw: aush 13540
~ bahwa, Lo 2tenn

suiiedl kalazu tanah sensketa dgsainya abus ~

nama hoena vaud dari buku leiter u

-
=
W
H
©
=
8]
(0]
0
o
}_.-
1\
S
i

ah waat
tan Sekdes. Pugerkulon deri twhun 1% samyad dengen 1988
siya Imanm vjoerend

b3 o) iy P [, ée Fa e - 2y
3J’;-_‘tf.l Qe T T e Y V73 l;_lxucl{a md il B S0 -

nar al. l.ocemijati ;
= bahwa, bLuhar Fengsugat adal = poneuuuk dari Des. iugsraetan-
bukan rugzrkulon ;
- baliwa ssiulsz vr'n;;b;:nama wabee Lortumad CIAET ol wd swgape
kuien get. . zi mzpersari den hatewns kawvin GEMEOD i Udd S¥71
| ri rugerwsian lalu pindsh wuos ;
‘F - bahwa Toa oatorand. calini ing e e e O T g e e va e,
2 "Gy« us keleransan saksi ini baik kwase jen;iu ut maupun
;' kuasa parz terzus-at membenarkan semua keterargan saiisi FEP Eo1 o3
but di ztus ' .
Lenimbong, bahwa agkinm »gjelis memand.ing ule diadakan-~

Lemeriksaan setlempat ztas onyslh tunan sensdeta .n ounitulk itu -
telzh ditctapkan dan dilaksannkgn tzda hari Ium at tunggal ---

6 uesember 1996 dengan terleblih +.nulu hajelis wenwutzazi Yine-

3 ar

tor Desa tugerkulon serta memerilsa akan buku deoy Leter ¢ mpu

pun buku kerawangan dan diperclich faktanya seZagaimana terura:

>
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Digital Repository Universitas Jeggber

berikut

nomer petok 662 atas nama k.loeksin Koenawi ;

. B% epgil-iC-a-ayifty-Iuas-0s825-8 r e-1Z3-kasi "eno.2327 (edz

%
v

coretan) ;
fepgit-riogrd¥--brisdy 17-12-T7¢ Juali ke go 2240 Louzirci} -
luag 0.255 dari 662 ;
persil 64 DI w.339
Qa0 7T .
vargil-Soi -yt ——=- 0+629 0.089 dijual ke no.z2l28 (£ .ounacik,

euvaty, wudagh dijual 0.669 ; g

peEeEl-57--seizi-—br20G- C.U5T aijual ke mo.2211 (k.ijunali~

(1R8]

7~
L&)

o

dah) 57 D.IIL 0.037 dari - ;
Forgid-ai--ya¥--C.BE%~ jual ke no.2528 { \khrad @asin)
popeit-i7--3:33E-07323- dijual ke no. 2516 (Hallmsn al.s.z
gty @019 ; ]
rewgil-3¥--3733F--07330- CL b5u 1 kodnos 2509 (Kanah WCES

»

perail-57--~priit-~E4625 UL LT 0C. 27%2 (Nanik riujanadi) --
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idomer patol 1552, zlas nama rasmogiar F.ocemaimel file
) vareil SERIRIL G 015 desiines;
womer pelek 3382, ztas nzma ¢ Surgtman ,

Eersil-57. P.11X. 0.0:2 da, Garidb3Z ;
Nemer peiok 3384 stas noma @ hulyaato i

versil £7 D.IJIL ©0.083 da , deri 1504 j

s
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- Di daizm buku Laraka ~nbi ouku Xerawongan) Liuopatils
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ct
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1ih ke ho.652 dan ke no..Ddz
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- pahwa. atlasz Pngelaoan dari sepala Dega dan os rc ris Hews
bahwa orang‘bernama Da‘oé belum pernah/ tidaik pernan aike-

temukan di dalam buku Desa ;

- bahwa gaksi #.Tohir mengatakan benar.kalau gagdara aari tap

konah hanya ada dua yaitu vilarsih dan Dawud -

- bahwa paua sazt para pinak wiberi kesempatan untuk menunjuk

an tanzh zeugketa, telah t”laudl ketidak cocokan antara tel

gugat dan reugsugat menyatakan mesing-masing yaag sangat --

Lo
berbeds itzntang letak tanan seungketaz tersebut, dan gemoor =
denah sesuai dengan berita acara pada pemeriksaat setenpat-

tersebut ;

7 Fenimbang, banwa pihak penggugat telah menyerahkan ke-
simpulanya rad:z tanggal 12 vesember 1996 sedangkan pihak vara
tergugat tz21l:h menyershkan pula kesimpulanya pada tanggal @ = !

12 Desember 1996 ;

! Menimbang, banwa untuk menyingkat uraian putusan  ind-

maka secarsz keseluruhan yang termuat dalam verita acara nerad

angan disngear termasuk dalam “raian putusan inl secara -

lengkap ;

hﬁnimbang, bahwa poda ockiniry, . ke dug belan liask Fang

berperkara menerangkan tiucak lagl akan mengejukazn sesuata, ke

cuali mohen Lkutugan ;

TEHTANG.  wUnURNYA 2

.

renimbang, bohwa maksud dan tujuan wiat

pensgugsat ado

lah seperti diuraikaen di atus j

enimbang, buhwa jar. tsrgusat dengan melalul kuwsauye
Supadni getsgai tergu gai Iv sedsiizue kUosa Tela Leliugal

nya dalam jawaban Lertia mnnVﬂ telah mengajukan ckoepsi

0
—
[
[4]
o]
w3

|
'_J
[
£
s

L
£
-
£

pokoknys -zebroail berikut @
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- bahwa ,Dj g:ltﬁl.L tae p@SA{EO Gy tU‘n“lMﬁ E"iﬂ@ﬁ ‘Jﬁmb%r Jeddt luas ;
0.115 da dan bataé—bétdsnya keliru dan tidak benar, vidak -
se'suai dengan kenyataanya danh yang &isebutkan bLatas-batas -
tersciut sucah_tgrmasuk tanph yang lain ;

- bahwa zaiary penggug at ~den;s para terpugat tiduk cdea nubn-

ngan cpaz-ara dan antara tanan yong Gimaksud' penggugat tidok o

) hubungenya dengan renggu 2gat, kdrena tanah fHersevut ditero -

’,f%f’“"lﬂh terguzat I dengan suaniny

ya (F.Goemijati al. Losmoziar J
)

) dengan rmemoeli dari Koena Lgud sehingga pene u_as tidal 50
*’“[- uya aluz hnk atas tanah tersebut ;
- bauwe d2u:an demikian svgatan pengs Lot adalain havar ¢
wenizbang, bahwa Hakinm majelis me MENATuE, Loaliiz 2Da o0

LG Wy -'I*CJ“k

i i F 2 T B o T I vl e o A e e S 5
-’) “WleKseisdl para tergurat ternyota Lukan budss ventang rewony

£-&il1 dari rengadilan dcreri Jember untul T2 PihEE -

R e o L

ars inid Leadlk aogolut mau,un relatif, melulnkan

] P -y
Slaall e =

= elrgs N e A 2 8 e o - v e = ~ N S 3 o Py - e
nyangikut romibukilan uzloem rciiok L ErRara, Oleh karena nyy ex -

.
s P s St & e TN e AT F 1 G W ey, SO iz s = EL
ASEBL LeZd Tows OPEBset legow o ut adslsk cddalt euliuy 2laaan.-
s . O P S Bita b SNl o O D, . L . o N P
8 IMTu S wHiy OiBu awenanyn sEstys®  Geescbut norusian AF -

daral diterina

=
5y
o
o
f
=
)
&
<
b
=

A S AR T

Dalam :roliok lerkara

..

“.enimbang, baawa jan. & dcedi pokok psrr-salanan cal

.

sugatan inl gd:Jah jinak pen. uoat sndslilkan Holou/ gencgn -

gat acel:il satu-satunys ahli

i N - - S

S - Wdglzh Yesy

PR T T S e IR (IO U S 1 oy .
pr i s i o - u._\.}.‘,' 84 v ety '_jlk/ dr:..!.--,‘.ll ]\LCJ.-—L 3

~&latan = otatan Lelleralgun hgatenin

warnt = wanan slijan dan tanah rak bc -

dengan dassr Lanalh tersseut aivodi eich ='eoe Canulu Gorpl
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